KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor PHN.HN.01-06-47Tahun 2015 tanggal 17 Maret
2015, telah dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang
Pertanahan.

Adapun kajian yang dilakukan dimaksudkan untuk
mengetahui penerapan hukum yang telah dibuat dapat memberikan
daya guna bagi masyarakat dan negara secara efektif dan efisien.
Kajian ini dilakukan dengan mengingat pada perkembangan,
kemajuan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang
terkait.

Kajian terhadap analisis dan evaluasi ini diarahkan untuk
memberikan dukungan bagi terwujudnya penerapan hukum yang
mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan
Hukum Nasional atas kepercayaan yang diberikan dalam
melaksanakan tugas ini, dan kepada pihak-pihak lainnya yang telah
turut serta membantu, hingga pada akhirnya dapat tersusun laporan
ini.

Akhirulkalam, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi

perencanan, perkembangan kebijakan dan penegakan hukum di
bidang pertanahan.

Jakarta, Medio Desember 2015
Ketua Tim

Dr. Suparjo,S.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanahan adalah aspek yang mempengaruhi seluruh
kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga permasalahan
apapun yang muncul terkait pertanahan akan berimplikasi dengan
seluruh aspek yang ada dinegara ini. Karena Tanah tidak saja
mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi,
budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum. Tanah
bagi masyarakat memiliki makna multidimensional. Dari sisi
ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat
mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat
menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan
masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi
rendahnya status sosial pemiliknya. Sehingga membahas
mengenai tanah berarti membahas isu sentral adari satu kesatuan
yang terintegrasi dengan berbagai aspek dalam suatu negara.
penting issu mengenai tanah ini disadari oleh Para pendiri bangsa
(Funding Father) dengan merumuskan dalam tujuan negara pada

alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
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Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga negara memiliki tanggungjawab sekaligus tugas
utama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Kata-kata tumpah darah memiliki
makna tanah air. Tanah air Indonesia meliputi bumi,air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kesemuanya itu
ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Negara melalui pemerintah mengupayakan agar kekayaan alam
yang ada di Indonesia meliputi yang terkandung di dalamnya
adalah dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan bangsa
Indonesia. Penjabaran kemudian dituangkan dalam Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dalam konstitusi

tersebut terdapat tiga poin penting yaitu:

1. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya sebagai obyek pengaturan.

2. Penguasaan oleh negara.

3. Tujuan penguasaan adalah dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kepentingan Rakyat.

Sehingga hak menguasai negara kemudian menjadi suatu suatu

konsep yang mendasar. Negara adalah suatu organisasi
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kekuasaan dari seluruh rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan,
upaya untuk mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang
dalam hal ini dipegang oleh negara. Tanah sebagai faktor produksi
yang utama harus berada di bawah kekuasaan negara. Tanah
dikuasai oleh negara artinya tidak harus dimiliki negara. Negara
memiliki hak untuk menguasai tanah melalui fungsi negara untuk
mengatur dan mengurus (regelen en besturen). Negara berwenang
menentukan pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. Selain itu negara
juga berwenang menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat
dipunyai (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa dan
menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antar
orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa. Kewenangan negara dalam bidang pertanahan
merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur dan
memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang

dipunyainya.!

Dikuasai oleh negara harus diartikan mencakup makna
penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan
diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala
sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan
publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan
dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD
1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan 5

hal yaitu:?2

1 Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media,
Yogyakarta, 2009, hal. 83.

2 Lihat Putusan Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan
Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun
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Fungsi kebijakan (beleid).

2. Fungsi pengurusan (bestuursdaad), dilakukan oleh Pemerintah
dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut
fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi
(consessie).

3. Fungsi pengaturan (regelendaad), Fungsi pengaturan oleh
negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi
oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.

4. Fungsi pengelolaan (beheersdaad), Fungsi pengelolaan
(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham
(share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang
melaluinya negara, dalam hal ini Pemerintah,
mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber
kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. dan

S. Fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan
sebesar besarnya kemakmuran rakyat. fungsi pengawasan oleh
negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, dalam
hal ini Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Kelima bentuk penguasaan negara yaitu fungsi kebijakan dan
pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan = pengawasan
ditempatkan dalam posisi yang sama. Apabila Pemerintah hanya
melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara,
misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, Padahal fungsi

mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 5 aspek ini menjadi salah satu parameter
utama MK dalam memutuskan undang-undang yang terkait dengan pasal 33
ayat 3.
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tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945, maka tidak dapat diartikan
bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber
daya alam karena penguasaan negara tidak mencapai tujuan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud

Pasal 33 UUD 1945.

Dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
(UUPA) disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat. Menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA, negara diberi

wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,

air dan ruang angkasa.

Dalam prakteknya masih banyak yang menganggap
pengelolaan tanah di Indonesia belum cukup baik dan bahkan
sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Paling tidak
terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam bidang
pertanahan ini yaitu: a. Masalah Tumpang tindihnya kepemilikan
lahan. b. Masalah Tanah Terlantar. c. Masalah Kebijakan

Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan. d. Masalah Data Base
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tentang Pemanfaatan Lahan dan Penggunaan Ruang. e. Masalah
Kesulitan Mengurus Sertifikat Tanah. f. Masalah Sumber daya,
Sarana, dan Prasarana. g. Masalah Pengakuan atas Tanah
Adat/Tanah Ulayat. h. Masalah Ganti Rugi Tanah. i. Masalah
Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah serta Kesesuaian Undang-Undang

Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Sektoral.

Sejumlah permasalah yang telah diuraikan tersebut Masing-
masing persoalan memiliki derajat kepentingan yang berbeda dan
tidak dapat dibiarkan begitu saja. Setiap pihak perlu memahami
setiap persoalan yang ada guna menghindari pengulangan yang
sama dari tahun ke tahun. Kesembilan poin tersebut hanya

mencerminkan beberapa permasalahan dalam pertanahan.

Memahami hal tersebut maka hukum sebagai bagian
penting dalam bernegara diharapkan dapat berperan dalam
memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut sehingga
kegiatan analisa dan evaluasi hukum bidang pertanahan
diharapkan dapat memberikan gambaran dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pengaturan yang telah ada.

B. Tujuan Analisa Evaluasi Hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan
dalam sistem hukum dalam bidang pertanahan, melakukan
analisa hukum, serta menghasilkan rekomendasi yang tepat atas
permasalahan tersebut, sehingga memberikan arah pembangunan
sistem hukum dalam bidang pertanahan yang selaras dan

harmonis sesuai dengan konstitusi dan politik hukum nasional.
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C. Permasalahan

Adapun dari uraian tersebut diatas maka terdapat beberap
permasalahan yang akan difokuskan dalam kegiatan analisa dan

evaluasi hukum ini adalah:

Bagaimanakah Politik Hukum Bidang Pertanahan di Indonesia
2. Bagaimanakah  permasalahan hukum dalam  bidang
Pertanahan?
3. Bagaimanakah arah Pembangunan Hukum dalam bidang

Pertanahan?

D. Metode Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum

Badan Pembangunan Hukum Nasional melihat bahwan
Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang
dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang
lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan
nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi
dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang
berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya
ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti
yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi
pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan
penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan
pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-
unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun

secara simultan, sinkron, dan terpadu.
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E. Tahapan Metode Analisa Evaluasi Hukum

Adapun tahapan kegiatan adalah pertama, menentukan
Politik Hukum dalam Bidang Pertanahan, kedua, melakukan
inventarisasi peraturan perundang-undangan dan stake holder
terkait, yang bertujuan untuk melakukan pemetaan dan
memahami kondisi pengaturan yang terkait dengan bidang
pertanahan, ketiga, Melakukan identifkasi masalah dan dampak.
keempat, melakukan analisa dan evaluasi hukum, kelima,
memberikan rekomendasi dan rencana tindak, atau solusi

berdasarkan analisa dan evaluasi yang ada.

F. Keanggotaan Tim

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor PHN.HN.01-06-47 Tahun 2015 tanggal 17
Maret 2015, telah dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum

Tentang Pertanahan dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Dr. Suparjo,S.H., M.H.

Sekertaris : M. Ilham F. Putuhena, SH.,MH.
Anggota

Gunawan SH.,MKn

Yahya Zakaria

Ir. Basah Hernowo, MA

Agus Subandriyo, SH.,MH.
Benedictus Sahat Partogi, SH.
Maretta Besturen SH.

N oo s b=

Anggriana Puspitasari, SH.
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BAB II
POLITIK HUKUM PERTANAHAN

Pengertian Umum
Konteks sejarah dan politik terbentuknya Negara RI

dalam perspektif hubungan manusia dengan bumi, air,

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
memiliki atau mengandung nilai-nilai dan kaedah-kaedah
fundamental, serta cita-cita luhur. Hal itu dalam perspektif
hukumnya dapat dimaknai sebagai Cita Hukum yang
terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi. Pancasila
sebagai sumber segala sumber hukum yang memiliki nilai-
nilai yang paripurna sebagai acuan dalam menyusun kaedah-

kaedah penyelenggaraan negara sebagaimana dirumuskan di

dalam konstitusi hingga pada agenda besar dan fundamental

sebagai fokus kajian ini, yaitu politik pertanahan nasional.

Dalam memahami acuan nilai-nilai luhur Pancasila pada
penyelenggaraan politik hukum pertanahan adalah bahwa
dalam perspektif hubungan manusia dengan tanah dan
adanya organisasi kekuasaan (Negara) yang pelaksanaannya
harus didasarkan pada:

1. Nilai-nilai fundamental hubungan manusia dengan
Tuhan Yang Maha Esa, yang mengakui adanya
hubungan manusia dengan tanah yang tidak lain adalah
anugrah dari Sang Empunya Tanah (Tuhan Yang Maha
Esa). Jadi dalam hubungan ini ada hubungan
multidimensi: (1) hubungan antara manusia dengan

Tuhan Yang Maha Esa; (2) Hubungan antara alam
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semesta dengan Tuhan Yang Maha Esa; dan (3)
hubungan manusia dengan alam semesta (Tanah)
Nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang adil dan
beradab. Nilai dalam sila kedua ini, dapat dipahami
sebagai acuan bertindak, berperilaku dalam hubungan
manusia sebagaimana sudah diuraikan dalam nilai
fundamental pertama, berkenaan dengan ranah
hubungan manusia dengan tanah (alam semesta) yang
tidak lain anugrah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sifat
Adil dan Beradab tidak lain adalah manifestasi sifat
Tuhan juga dalam mengatur hubungan alam semesta
dengan manusia.

Nilai-nilai fundamental persatuan Indonesia. Nilai
persatuan tidaklah memiliki independensi dari nilai-nilai
dalam sila pertama dan kedua sebagaimana diuraikan
sebelumnya. Jadi hubungan manusia dengan tanah yang
didasari semangat sila pertama dan kedualah acuannya
untuk dapat menciptakan persatuan Indonesia dan
bukan mengacu pada nilai-nilai selain atau di luar nilai-
nilai kedua sila pertama Pancasila itu.

Nilai-nilai hakiki kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai
kerakyatan adalah sebuah pilihan yang diterima para
pendiri republik ini ketika itu. Bukan memilih nilai
kekuasaan (totaliter) fasisme, bukan pula nilai-nilai
feodalisme, borjuisme sebagai salah satu dasar Negara
yang akan dibentuk ketika itu. Maka implikasinya dalam
struktur politik ketatanegaraan dan penyelenggaraan
Negara pun dalam politik pertanahan nasional, yang

berdaulat adalah rakyat Indonesia, bukan lembaga-

10
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lembaga pemegang dan penyelenggara kekuasaan
Negara. Negara tidak lebih sebagai organisasi kekuasaan
yang memperoleh pelimpahan kekuasaan/wewenang dari
Bangsa Indonesia yang memproklamasikan  diri
“Merdeka” pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana
menyelenggarakan kedaulatan rakyat dalam politik
pertanahan nasional? Tidak lain adalah dilakukan
dengan berpedoman semangat kerakyatan yang
dilaksanakan tidak lain melalui dan berlandaskan
semangat musyawarah mufakat selain itu juga
menerapkan hikmat kebijaksanaan dalam setiap
permusyawaratan tingkat desa ataupun tingkat Negara
yang menerapkan perwakilan. Wakil-wakil rakyat itu
haruslah memperjuangkan tatanan yang adil dalam
penyelenggaraan politik hukum pertanahan sebagaimana
acuan dalam sila-sila 1,2, dan 3. Selanjutnya hal itu
mengarah pada tujuan yang terkandung dalam nilai
fundamental sila kelima.

Nilai-nilai fundametal keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia ini dapat dipahami sebagai tujuan
penyelenggaraan politik hukum pertanahan.
Terwujudnya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia
sebagai tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan
politik hukum pertanahan yang tidak lain merupakan
penjabaran hubungan manusia dengan tanah di
Indonesia yang dilandasi nilai-nilai keempat sila (1,2,3,4)

Pancasila.

11
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Pokok-pokok landasan yang fundamental itulah yang
kemudian menjadi perspektif memahami arah politik hukum
pertanahan yang selama ini diketahui secara luas bertumpu
pada kaedah yang termaktub dalam kaedah konstitusional
Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945. Pun demikian pula
selanjutnya pada manifestasinya bahwa politik pertanahan
itu dilaksanakan dengan menggunakan landasan hukum
pada level perundang-undangan yang diawali dengan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan akronim
“UUPA”. Secara logis konstruksi utuh acuan nilai-nilai idiil
dan kaedah-kaedah hukum  penyelenggaraan  politik
pertanahan nasional dapat dilihat dalam bagan alur berikut

ini yang menjadi cara berpikir yang dipergunakan dalam

kajian ini.
PANCASILA UUDRI UUPA
1945 —y
\ +LANDASAN IDIIIL \ +LANDASAN \ +LANDASAN
KONSTITUSIONAL OPERASIONAL

BAGAN ALUR - KONSTRUKSI UTUH ACUAN NILAI-NILAI IDIIL DAN
KAEDAH-KAEDAH HUKUM PENYELENGARAAN POLITIK PERTANAHAN NASIONAL

Cara berpikir yang dipergunakan itu tentu saja dapat
dijelaskan dalam penjelasan logis dan sistematis perihal
politik pertanahan nasional, melalui pendekatan: (1)
pembentukkan dan terbentuknya Negara; (2) pengaturan
penyelenggaraan Negara; dan (3) penyelenggaraan politik

pertanahan.

12
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Pembentukan dan Terbentuknya Negara sebagai Acuan
Ideal-Fundamental Politik Pertanahan Nasional: Pancasila
sebagai Konsepsi Ideal-Fundamental Hubungan Manusia

dengan Tanah.

Penjelasan singkat sebagaimana telah diuraikan di muka
perihal refleksi nilai-nilai ideal Pancasila dalam konteks
politik pertanahan nasional adalah sebagai manifestasi yang
melekat pada fase pembentukkan dan terbentuknya Negara
RI. Dalam konteks sejarahnya bahwa Negara RI yang
terbentuk dari hasil perjuangan dan pengorbanan para
pejuan dan pendiri republik ini dari belenggu penjajahan
kolonialisme.

Kolonialisme yang dipraktekkan secara fundamental
jelas meniadakan hubungan ideal antara manusia dengan
tanah di republik ini ketika itu. Hal itu tidak bias dipungkiri
dari modus praktek-praktek “exploitation de home par home”,
“explotitation nation par nation” sebagai manifestasi praktek
imperialisme. Sasarannya tidak lain adalah sumber kekayaan
alam (tanahnya) dan eksploitasi terhadap sumber daya
manusianya secara tidak berperikemanusiaan,
berperikeadilan dan keberadaban.

Nilai-nilai seperti itulah yang menjadi sasaran
perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sebagai bangsa
yang berdaulat, adil dan beradab. Hal itu dalam tatanan
hubungan manusia dengan tanah juga secara pasti
terkandung di dalam konsepsi politik yang kemudian
dimanifestasikan dalam nilai-nilai ideal Pancasila sebagai
tujuan pembentukkan dan kelak terbentuknya Negara di

dalam Preambule UUD RI 1945. Dalam dialektika pemikiran
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dapat dikatakan konsepsi politik dan politik hukumnya
kemudian dalam tatanan pembentukkan dan terbentuknya
Negara RI tidak lain adalah perlawanan dari nilai-nilai dan
praktek kolonialisme dan imperialisme di masa lalu. Hal itu

dapat dilihat dalam skema di bawah ini

PRAKTEK KOLONIALISME- KEMERDEKAAN- KEADILAN SOSIAL
IMPERIALISME KEDAULATAN (MANIFESTASI

(HUBUNGAN ANTAGONIS (HUBUNGAN IDEAL HUBUNGAN IDEAL

MANUSIA-TANAH) MANUSIA-TANAH) MANUSIA-TANAH)

BAGAN ALUR DIALETIKA PEMIKIRAN KONSEPSI POLITIK DAN HUKUM
DALAM POLITIK PERTANAHAN NASIONAL
SEBAGAI PERLAWANAN KONSEPSI HUKUM DAN POLITIK KOLONIAL

Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran mengenai
hubungan manusia dengan tanah di Indonesia telah sejak
lama muncul dari para tokoh pada masa pemerintahan
kolonial Belanda yaitu mulai dekade 1930 dari kedua tokoh
yang kemudian menjadi proklamator kemerdekaan, yaitu

Soekarno3 dan Moh.Hatta“.

3 Soekarno dalam bukunya “Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan
Bung Karno di Muka Hakim Kolonial, Djakarta: SK Seno, 1956 Cet. 11,” yang
merupakan pidato pembelaannya ketika diadili di Landraad Bandung bulan
Agustus 1930. Soekarno menguraikan panjang lebar mengapa ekonomi rakyat
Indonesia dihisap dan ditekan oleh pemerintah penjajah Belanda yang
bersekongkol dengan perusahaan-perusahaan besar milik pemodal-pemodal
Belanda. Namun yang diserang Bung Karno sebenarnya bukan pemerintah
Belanda tetapi sistem kapitalisme dan imperialisme, satu paham atau satu isme
yang telah “mencelakakan rakyat “

4 Pikiran-pikiran Bung Hatta sebagaimana dimuat dalam majalah Daulat
Rakyat tahun 1934 dan seterusnya setelah kembali dari Belanda tetap
revolusioner, membela dan memperjuangkan kepentingan ekonomi rakyat yang
dibela Bung Karno tahun 1930 di Landraad Bandung. Dalam tulisannya
Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya (1934), Bung Hatta memprotes karena
pemerintah penjajah hanya memikirkan kepentingan onderneming (perkebunan-
perkebunan besar) yang terkena dampak depresi dunia sejak 1929, dan sama
sekali tidak memikirkan kehidupan ekonomi rakyat yang juga terpukul yang
justru lebih parah oleh depresi dunia yang sama.
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Pada perkembangan selanjutnya ketika dalam fase
penyusunan dasar-dasar pembentukkan Negara Soekarno
dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 yang memberikan
esensi hubungan manusia dengan tanah dalam perspektif
merdeka kemerdekaan:

“Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita menyatukan

rakyat kita, walaupun misalnya tidak dengan kinine,

tetapi kita kerahkan segenap masyarakat kita untuk
menghilangkan penyakit malaria dengan menanam
ketepeng kerbau. Di dalam Indonesia Merdeka kita
melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam

Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-

baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan

“jembatan”. Di seberang jembatan—jembatan emas inilah

baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia

Merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi”®

Dari Risalah Sidang-Sidang BPUPK juga ternyata dapat
ditemukan pembahasan khusus mengenai soal tanah
sebagaimana dijumpai dalam Risalah Sidang tanggal 16 Juli
1945. Sidang-sidang yang dilakukan pada hari itu selain
membahas usulan Soepomo yaitu (1) soal tanah juga

membahas persoalan-persoalan yang berkenaan dengan

5 Apabila dicermati secara seksama muatan pidato tersebut, maka
dapatlah ditangkap adanya makna esensial dari kemerdekaan tersebut bahwa:
(1) Perspektif Kontemporer, adanya hubungan nyata dan bebas antara manusia
Indonesia dengan tanahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang secara
kontemporer butuh obat memerangi penyakit malaria yang amat mematikan
pada masa itu; dan (2) Perspektif Ke Depan, yaitu adanya jaminan adanya
kelangsungan hubungan manusia dengan tanah sebagai abadi kekal
sebagaimana adanya sifat keberlanjutan dari hidup dan kehidupan manusia
Indonesia di atas buminya, diatas tanahnya sendiri. Lihat selengkapnya dalam
Suparjo, “Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara dalam
Politik Hukum Agraria Pascaproklamasi 1945 Hingga Pascareformasi 1998
(Kajian Teori Keadilan Amartya Sen)”, Disertasi Program Doktor Pascasarja
FHUI: Depok, 2014, hlm. 111 dst.
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kesejahteraan, yaitu (2) Soal Perekonomian Indonesia
Merdeka, (3) Soal Keuangan Indonesia Merdeka, (4) Usul
Bung Hatta mengenai Pasal Kesejahteraan.®

Dari substansi usulan dalam pemikiran Soepomo dan
Hatta tersebut tidak lain memberikan konsepsi politik hukum
pertanahan  nasional. @ Soepomo memberikan uraian
penjelasan mengenai hubungan manusia dengan tanah pada
tataran idealnya dan dilengkapi dengan pemikiran Hatta pada
tataran operasionalnya, bahwa perihal keuangan Negara dan
kesejahteraan sosial tidak lain adalah dapat dipahami sebagai
arah tujuan pelaksanaan politik hukum pertanahan itu
sendiri.

Hal itu kemudian secara logis yang menjadi pondasi
tatanan Negara yang terbentuk dari realita sejarah yang
seperti itu. Dalam tataran politik dan politik hukum
pertanahan hal itu berarti bahwa dalam tatanan Negara yang
merdeka dan berdaulat haruslah tidak terjadi lagi praktek-
praktek eksploitasi manusia dan sumber kekayaan alam
(tanah) dengan cara-cara lama yang merefleksikan tidak
menghormati perikemanusiaan, perikeadilan dan
keberadaban. Teori-teori kenegaraan yang modern pun
mendukung akan hal itu, dengan adanya jaminan
terwujudnya keadilan sosial, penghormatan hak asasi
manusia, kesetaraan kedudukan di mata hukum, kesetaraan
dalam kesempatan memperoleh kehidupan dan penghidupan
yang layak dan bermartabat sebagai manusia yang beradab

dan berperadaban luhur. Penjelasan mengenai hal itu akan

6 Lihat selengkapnya dalam Suparjo pada bab 3, uraian 3.1.1

Penyusunan Dasar Negara dan Pemikiran-Pemikiran Filosofis berkenaan
dengan Konsep Ideal Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai
Negara:Pemikiran Awal mengenai Politik Hukum Agraria Indonesia yang dicita-
citakan, ibid. hlm. 219-236
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menjadi fokus pembahasan bagian berikutnya (bagian A.2)
yang mengkaji peranan Negara sebagai penyelenggara
kedaulatan rakyat sebagai organisasi kekuasaan yang

memperoleh mandat dari rakyat.

Pengaturan Penyelenggaraan Negara sebagai Acuan
Konstitusional Politik Pertanahan Nasional: UUD RI 1945
dan Konsepsi Hukum Dasar Hubungan Manusia dengan
Tanah

Konteks politik hukum pertanahan di dalam
konstitusi tentunya dapat diketahui secara komperehensif
dari kaedah yang menetapkan tentang: (1) Sumber
Kedaulatan dan Tujuan Pembentukkan Negara (2) Kedaulatan
Rakyat dan Posisi Kedudukan Negara (3) Perlindungan
Warganegara (4) Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dan
Kesejahteraan Sosial. Keempat unsur tersebut merupakan
prasyarat tatanan konstitusional politik hukum pertanahan

nasional sebagaimana diuraikan berikut ini:

C.1 Sumber Kedaulatan dan Tujuan Pembentukkan Negara

Pada fenomena awal berdirinya Negara RI memiliki
kekhasannya tersendiri, yaitu adanya kronologi dan
momentum spesifik munculnya grundnorm lalu penyusunan
konstitusi dan pembentukan negara yang merefleksikan amat
intensifnya interaksi antara hukum dan politik atau
seandainya dapat diberikan ilustrasinya dalam ungkapan

“hanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan”.”

7 Suparjo, ibid., hlm.258
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Ada banyak pandangan yang dapat ditarik sebagai
pembenaran atas pemahaman di atas, dalam ranah teori
hukum dan sejarah hukum yang telah dipublikasikan, salah
satunya hasil penelitian disertasi oleh Jazim Hamidi® yang
telah dibukukan yang membahas makna kedudukan dan
implikasi naskah Proklamasi 17 agustus 1945 dalam sistem
ketatagaraan Republik Indonesia. Dalam penelitiannya
Hamidi kesimpulan bahwa ada implikasi hukum yang timbul
dari naskah proklamasi, yaitu sebagai sumber inspirasi,
rujukan, dan kaidah penilai (norma kritik) untuk pembuatan-
pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan itu
maka pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian di tetapkan
berlakunya UUD RI 1945. Pandangan Hamidi itu kemudian
dapat dilihat pada substansi dari UUD RI 1945 dan
khususnya di dalam bagian Pembukaan. Dalam Pembukaan
UUD RI 1945 terdapat pernyataan fundamental asal muasal
kedaulatan rakyat atas kemerdekaan yang diperjuangkan dan
dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana
diketahui pada alinea kedua :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.”

Jadi dari alur logis-kronologi kemerdekaan dan isi

Pembukaan UUD RI 1945 itu bahwa rakyatlah yang merdeka

8 Jazim Hamidi, (2006), Revolusi Hukum Indonesia: Makna Kedudukan
dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem
Ketatanegaraan RI, Jakarta: Konstitusional Press; dan Yogyakarta: Citra Media
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dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana
jelas dapat diketahui dari naskah Proklamasi yang dibacakan
Soekarno dan Hatta (mewakili Bangsa Indonesia) dan
penegasan di dalam alinea ketiga Pembukaan:

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya ”.

Makna secara politis dari kemerdekaan itu tidak lain
sebagaimana kemudian agar kemudian dapat hidup secara
bebas adalah sebagai esensi dari asal muasalnya politik
pertanahan atau syarat konstitutif sebagai “condition sine qu
non”. Dari situlah kemudian diikuti dengan penetapan
tujuan pembentukkan Negara hendak kemana dan apa yang
merupakan tujuan pokoknya sebagaimana ditetapkan di
alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945 untuk membentuk
suatu Pemerintah Negara Indonesia yang (1) melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3)
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan
ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan social.

Atas penetapan empat tujuan penyelenggaraan
Pemerintah Negara RI tersebut, maka dalam perspektif
kedaulatan rakyat dan kedudukan Negara menyelenggarakan

politik hukum pertanahan dalam uraian berikut ini.

C.2. Kedaulatan Rakyat dan Kedudukan Negara

Berlakunya UUD RI 1945 dalam pengertian pelaksanaan

politik penyelenggaraan Negara, termasuk politik pertanahan
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adalah sebagai tatanan kaedah yang mengatur hubungan dan
pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri di dalamnya.
Konsepsi kedaulatan rakyat itu secara tepat dimaknai sebagai
bentuk hubungan antara manusia dengan wilayahnya secara
politis atau dengan tanahnya secara yuridis.

Dari pemahaman itu, maka secara historisnya Negara
tidaklah memiliki posisi atau wewenang mengubah kenyataan
“kedaulatan rakyat” secara implisit terlebih secara eksplisit
dalam lingkup terbentuknya dan pembentukan serta
penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
Pemahaman ini adalah didasarkan pada pendapat Kelsen
yang membedakan dua makna politik, yaitu: pertama,
menyangkut politik yang terhubung ke ranah etika; dan yang
kedua, politik yang merujuk langsung ke hukum sebagai
suatu teknik sosial tertentu.

Ketika membicarakan terminologi “politik sebagai etika”
ini adalah berkenaan dengan pertanyaan mendasar perihal
jenis substansi yang akan diberikan ke sistem tertentu, yaitu
berupa pilihan pada tujuan akhirnya yang hendak
diupayakan melalui sistem ini. Pada pengertian ‘politik
sebagai teknik’, adalah berkenaan dengan perihal realisasi
tujuan yang sudah mapan (objektiven ziele] dengan
menggunakan cara yang tepat. Itulah yang membedakan arti
kedua dari dimensi etika politik adalah kenyataan bahwa ia
mulai berfungsi hanya setelah politik sebagai etika telah
menetapkan tujuan ketertiban sosial dan hukum. Politik
sebagai etika dan politik sebagai teknik dalam ranah politik
hukum.® Untuk lebih jelasnya keterangan tersebut dapat

dilihat secara ringkas dalam bentuk bagan di bawah ini.

9 Lihat dalam Suparjo, Ibid. hlm.479
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NEGARARI

KEDAULATAN RAKYAT (PEMEGANG MANDAT KEADILAN SOSIAL
(MANIFESTASI HUBUNGAN KEDAULATAN RAKYAT- (CITA-CITA
MANUSIA-TANAH) PENYELENGGARA POLITIK KEDAULATAN RAKYAT)

HUKUM PERTANAHAN)

BAGAN ALUR POLITIK HUKUM PERTANAHAN DALAM PENDEKATAN POLITIK
SEBAGAI ETIKA DAN POLITIK SEBAGAI TEKNIK

Negara yang terbentuk bersadarkan UUD RI 1945 itu

memiliki sistem pemerintahan.

C.3.Perlindungan Warganegara

Pada tatanan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
menjadi obyek pengaturan secara konstitusional adalah
mengenai perlindungan bagi warganegara sebagaimana
ditetapkan di dalam tiga bab yaitu BAB X hingga BAB XIII.
Dalam lingkup perlindungan ini adalah meliputi (1) status
kewarganegaraan vide Pasal 26; (2) kesetaraan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan vide Pasal 27;
(3) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, vide Pasal
28; (4) Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu, vide Pasal 29; (5) Hak dan
kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara, vide
Pasal 30; (6) Hak mendapatkan pengajaran, vide Pasal 31.

Adanya perlindungan hak warganegara yang sedemikian
itulah, kemudian timbul relevansinya peran dan kedudukan

Negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Hal itu tentunya
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berkaitan dengan politik pertanahan sebagai pangkal
penyelenggaraan perikehidupan berbangsa dan bernegara.
Intinya perlindungan hak-hak warga negara itu harus
dipenuhi dan menjadi tugas kewajiban Negara dan tidak lepas
dari kebutuhan pembiayaan dari perekonomian Negara yang
memiliki berbagai sumber keuangan Negara. Mengingat
karakter Indonesia yang kaya akan sumber kekayaan alam
maka relevan kiranya adanya hubungan perlindungan hak
warganegara itu dengan penyelenggaraan politik pertanahan
nasional. Adapun penyelenggaraan politik pertanahan
nasional akan secara khusus dijelaskan dalam uraian berikut

ini.

C.4. Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dan

Kesejahteraan Sosial.

Kaedah hukum dasar perihal pengelolaan kekayaan alam
diatur secara khusus di dalam BAB XIV yang berjudul
Kesejahteraan Sosial terdiri dari Pasal 33 dan 34. Adapun di
dalam Pasal 33 diatur bahwa:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan.

Pertama, prinsip bahwa perekonomian Indonesia
merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong dan
usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-sngsur
denganmengembangkan koperasi.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara.
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Kedua, bahwa pada dasarnya perusahaan yang besar-
besar yang menguasai hajat hidup orang banyak, tempat
beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan nafkah
hidupnya, harus dibawah pemerintah. Adalah bertentangan
dengan keadilan sosial apabila baik buruknya perusahaan
dan nasib beribu-ribu orang yang bekerja di dalamnya hanya
diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja, yang
berpedoman dengan keuntungan semata-mata.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 mengatur bahwa
fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
Negara.

Ketiga, peran pemerintah harus menjadi pengawas
dan pengatur dengan diawasi dan dan juga dengan kapital
pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi
perusahaan yang besar. Semakin besar perusahaan dan
semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan dasar
hidupnya ke sana, seharusnya semakin besar penyertaan
Pemerintah. Oleh karenanya menurut Hatta, dengan
sendirinya perusahaan yang besar itu menyerupai bangunan
korporasi publik. Hal itu tidak berarti bahwa pimpinannya
harus bersifat birokratis karena perusahaan dan birokrasi
adalah dua hal yang sangat bertentangan.

Pada Penjelasan Pasal 33 kemudian dapat pula diketahui
adanya kaedah-kaedah penting bagi politik pertanahan
nasional yang kesemuanya saling berkaitan, yaitu: (1)
terdapatnya dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan

anggota-anggota masyarakat; (2) Kemakmuran masyarakatlah
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yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab
itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan. (3) Bangun perusahaan yang sesuai
dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas
demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. (4)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
(5) Tampuk produksi yang jatuh ke tangan orang-seorang
yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. (6)
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang
banyak boleh ada di tangan orang-seorang. (7) Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok-pokok kemakmuran rakyat. (8) Harus dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.

Untuk dapat memahami lebih lanjut dasar-dasar
pemikiran yang membentuk rumusan Pasal 33 tersebut maka
sesuai Penjelasan UUD NRI 1945, maka diperlukan adanya
pemahaman atas pemikiran-pemikiran yang membentuknya.
Adapun yang dapat ditemukan adalah pemikiran Hatta dan
Soepomo Soal Tanah dalam Forum Rapat BPUPK tanggal 16
Juli 1945.

a. Pemikiran Hatta yang diberi tajuk “Perekonomian
Indonesia Merdeka dan mengenai Kesejahteraan Sosial”
yang berisi pembahasan Bung Hatta perihal hubungan
manusia dengan tanah dan hubungan negara dengan
tanah.10

Dalam pemikiran Hatta, pada  perspektif

perekonomian sebuah Negara yang merdeka mengenai

10 Suparjo, ibid. hlm. 227 dst.
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tanah adalah sebagai faktor produksi yang terutama
dalam masyarakat Indonesia haruslah di bawah
kekuasaan negara. Tanah tidak boleh menjadi alat
kekuasaan orang-orang untuk menindas dan memeras
hidup orang lain.

Terhadap perusahaan tambang yang besar dan yang
serupa dengan itu dijalankan sebagai usaha negara. Hal
itu dikarenakan memperkerjakan banyak orang dan cara
mengusahakannya mempunyai akibat terhadap
kemakmuran dan kesehatan rakyat. Tanah beserta
isinya negara yang punya. Namun menurut Hatta cara
menjalankan eksploitasinya bisa diserahkan kepada
badan yang bertanggungjawab kepada pemerintah
menurut peraturan yang ditetapkan.

Pemikiran Hatta tersebut didasarkan pada :

Pertama, prinsip bahwa perekonomian Indonesia
merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-menolong
dan usaha bersama yang akan diselenggarakan
berangsur-angsur dengan mengembangkan koperasi.

Kedua, bahwa pada dasarnya perusahaan yang
besar-besar yang menguasai hajat hidup orang banyak,
tempat beribu-ribu orang menggantungkan nasibnya dan
nafkah hidupnya, harus dibawah Pemerintah. Adalah
bertentangan dengan keadilan sosial apabila baik
buruknya perusahaan dan nasib beribu-ribu orang yang
bekerja di dalamnya hanya diputuskan oleh beberapa
orang partikulir saja, yang berpedoman dengan
keuntungan semata-mata.

Ketiga, peran Pemerintah harus menjadi pengawas

dan pengatur dengan diawasi dan dan juga dengan
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kapital pemerintah adalah bangunan yang sebaik-
baiknya bagi perusahaan yang besar-besar. Semakin
besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang
yang menggantungkan dasar hidupnya ke sana,
mestinya semakin besar penyertaan Pemerintah. Oleh
karenanya  menurut  Hatta, dengan  sendirinya
perusahaan yang besar-besar itu menyerupai bangunan
korporasi publik. Hal itu tidak berarti bahwa
pimpinannya  harus  bersifat  birokratis = karena
perusahaan dan birokrasi adalah dua hal yang sangat

bertentangan.

Pembahasan Soal Tanah oleh Soepomo: Prinsip-Prinsip
Hubungan Manusia dengan Tanah dan Hubungan
Negara dengan Tanah.!!

Penyampaian pemikiran dalam Pembahasan Soal
Tanah oleh Soepomo antara lain dapat dipahami berisi
prinsip-prinsip:

(1) Tanah haruslah kepunyaan masyarakat sesuai
hukum adat isitiadat Indonesia asli;

(2) Hukum adat Indonesia asli tidak menolak sistem hak
milik seseorang;

(3) Tanah mempunyai fungsi sosial, artinya negara
menguasai tanah dan penduduk berhak memiliki
tanah, akan tetapi cara mempergunakannya hak
milik atas tanah itu harus sesuai dengan sifat
kemasyarakatan hak itu;

(4) Dalam hukum adat segala hak seseorang harus

dijalankan menurut dasar kekeluargaan masyarakat;

11 Suparjo, ibid. hlm,224-225
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(5) Hak milik seseorang tidak boleh dipergunakan
sewenang-wenang dengan tidak memperdulikan
kepentingan masyarakat. Hak milik mengandung
kewajiban untuk mempergunakan miliknya menurut
fungsi sosial dari tanah;

(6) Tanah sebagai faktor produksi yang terutama dalam
masyarakatIlndonesia harus mempunyai tujuan
sosial, sesuai dengan hukum adat Indonesia yang
asli;

(7) Negara Indonesia menguasai tanah, artinya
mempunyai “hoogheidsrechten” (Hak Mulia) terhadap
tanah;

(8) Hak milik dan hak memakai akan diatur dengan
Undang-Undang;

(9) Tanah pertanian sebagai lapangan hidup kaum tani
dan harus tetap dalam tangannya kaum tani;

(10) Milik tanah yang besar-besar yang ternyata tidak
berempati kepada rakyat jelata yang belum
mempunyai tanah yang akan dilakukan oleh suatu
Panitia dalam rangka menjalankan keadilan social
maupun terhadap rakyat yang akan dapat tanah,
baik terhadap orang-orang yang pada waktu
sekarang sudah terlanjur memiliki tanah yang besar

itu.

Dari  pemikiran Soepomo  tersebut  dapat
disimpulkan bahwa secara formil, sepuluh prinsip
persoalan mengenai tanah yang sempat dibahas dalam
siding BPUPK sebagai forum yang membicarakan

persoalan mendasar, konsep-konsep dasar yang
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dianggap penting yang akan menjadi acuan dalam
pembentukan negara merdeka yang dicita-citakan.
Berdasarkan materinya, maka butir-butir pemikiran
Soepomo tersebut menurut pemahaman penulis secara
dominan berisi dasar pemikiran perihal karakter
hubungan manusia dengan tanah dibandingkan
hubungan negara dengan tanah yaitu pada butir (7) dan
(8). Karakter atau sifat hubungan manusia dengan tanah
dalam pemikiran Soepomo tersebut tentu saja
merefleksikan karakter masyarakat Indonesia yang
hidup dalam suasana hukum adatnya.

Demikianlah cara memahami isi ketentuan Pasal 33
UUD RI 1945 secara utuh mengikuti : (1) Sistematika
UUD RI 1945 (Naskah Awal Pra-Amandemen) itu sendiri
sebagai gambaran penuh perihal politik hukum
pertanahan sebagaimana termaktub dalam ayat (3) pasal
tersebut.; dan selain itu, tentu saja (2) sesuai dengan
ajaran Ilmu Hukum cara memahami isi (kaedah)
undang-undang adalah melalui penafsiran secara
sistematik, karena ketentuan hukum itu sifatnya logis-
sistematik yang tiada terkandung adanya pertentangan
diantara pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Perspektif ini pun
selanjutnya dipergunakan dalam memahami
implementasi politik hukum pertanahan sebagaimana
telah  dituangkan dalam UUPA dalam  uraian

selanjutnya.!2

12 Penggunaan Naskah Awal UUD RI 1945 di sini dimaksudkan menjaga
konsistensi mengenai pemahaman terhadap politik hukum pertanahan sesuai
awal mula lahirnya pada ranah historical hukumnya. Adapun adanya dinamika
perkembangan politik hukum pertanahan itu sendiri akan menjadi bahasan
kajian ini pada bagian selanjutnya.
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Politik Pertanahan Nasional (sebagai Manifestasi Kaedah
Konstitusional terhadap Nilai-Nilai Ideal) dalam Tataran
Penyelenggaraan Negara RI: UUPA dan Konsepsi

Pelaksanaan Hubungan Manusia dengan Tanah

Hubungan manusia dengan tanah di Indonesia yang
telah terpecah-pecah pada masa kolonial kemudian ditata
kembali dan diformulasikan dalam konsep ‘Hak Bangsa
Indonesia’ yang merefleksikan adanya hubungan yang kuat
bersifat kekal abadi antara Bangsa Indonesia dengan bumi,
air serta ruang angkasa di seluruh wilayah Republik
Indonesia (Pasal 1 ayat (3) UUPA). Hal itu berarti bahwa
selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang
angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan yang
bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat
memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.13

Sifat kekal dan kuatnya hubungan Bangsa Indonesia
dengan bumi, air sertaruang angkasa tersebut secara utuh
dapat dipahami dengan konteks kalimat berikutnya bahwa
kekekalan dan kuatnya hubungan tersebut tidak dapat
diputuskan atau dihilangkan oleh kekuasaan apapun. Hal itu
dapat dipahami bahwa sesungguhnya UUPA apabila dilihat
dari perspektif politik hukum agraria dengan sifat seperti itu

bertujuan untuk dapat menjamin tercapainya sebesar-besar

13 Hal itu tidak lain adalah hasil praktek politik hukum masa kolonial

Belanda sejak berlakunya: (1) Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan
pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari
1848; lalu (2) Agrarische Wet 1870 hingga berlanjut dengan (3) penggolongan
penduduk Indonesia atas empat golongan berdasarkan ras/etnis ataupun
agama sebagaimana tertuang dalam Indische Staatsregeling (IS), yaitu: Eropa
(Staatsblad (S). 1849), Tionghoa (S.1917), Indonesia asli Kristen (S.1933) dan
Indonesia asli non-Kristen (S.1920)
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kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secara
menyeluruh. Pemaknaan filsafat hukum mengenai tujuan
tersebut secara teleologis dapatlah dipahami wujud
manifestasi politik hukum agraria sebagai manifestasi
pelaksanaan hukum dan norma-norma dasar dalam rangka
pembentukan Negara RI dalam pembukaan danPasal 33 ayat
(3) UUD RI 1945.

Ada landasan pembenaran teoritis perihal adanya
hubungan kekal dan kuat dalam karakter Hak Bangsa
Indonesia. Pembenaran tersebut diberikan oleh Lorimer yang
menghubungkan teori metafisik dengan teori yang bersandar
padasifat manusia. Dia menyimpulkan seluruh sistem
properti berlandaskan pada dalil yang mendasar yaitu
“berhak menjadi dan berlanjut” untuk menyiratkan adanya
hak sebagai prasyarat hidup. Oleh karena itu, Lorimer
mengatakan bahwa gagasan kepemilikan adalah terhubung
dan menyatu tidak hanya dengan kehidupan manusia tetapi
juga menyatu dengan unsur organik yang ada secara umum,
bahwa kehidupan menganugerahkan hak penggunaannya
sesuai dengan sejauh mana unsur kekuatan yang
meliputinya.14

Ada pula pembenaran dari falsafah negara (Pancasila)
yang sempat diberikan dalam RUUPA hasil karya Seksi
Agraria Fakultas Hukum UGM terhadap rumusan Pasal 5
yang memuat ketentuan yang mengatur hubunganmanusia

dengan tanah. Ayat (1) memuat rumusan yang menegaskan

14 Lorimer dalam Pound, (1982), loc.cit. hlm.121-122. Dalam pemahaman

penulis kekuatan yang dimaksud Lorimer yang dilihat dalam perspektif
penelitian ini adalah berupa konsep politik hukum agraria nasional sebagai
sarana memperkuat dan mempersatukan untuk menuju cita-cita sebagaimana
diarahkan Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan landasan falsafah Pancasila.
Dalam Suparjo, Ibid.hlm. 268
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Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa yaitu bahwa
segala peraturan mengenai hal agraria dengan mengingat
keadaan, kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat
mempunyai dasar-dasar yang tercantum dalam cita-cita
sebagaimana termaktub dalam Pancasila.l5

Pada aspek lain yang berkenaan dengan karakter Hak
Bangsa Indonesia yang seperti itu terdapat pula pengaturan
hubungan negara dengan tanah yang di diatur dalam Pasal 2
UUPA dan dikenal sebagai Hak Menguasai Negara. Negara
memiliki kekuasaan tidak lain adalah ‘menguasai’ bumi, air,
ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya
dan bukan ‘memiliki’. Hal itu dapat diketahui berdasarkan
pada Penjelasan Umum II mengenai Dasar-Dasar Hukum
Agraria Nasional pada angka (2) yang memberikan dasar
pertimbangan bahwa negara bukan memilikinya. Menurut
Penjelasan tersebut dianggap lebihtepat jika Negara, sebagai
organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak
selaku Badan Penguasa.

Berdasarkan pada landasan pemikiran seperti di atas
maka harus dilihat arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) yang
menyatakan, bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan
yang tertinggi dikuasai oleh Negara”. Sesuai dengan dasar
pendirian tersebut di atas maka istilah “dikuasai” dalam pasal
ini bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian,
yang memberikan wewenang kepada Negara, sebagai

organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu pada

15 RUUPA dimaksud adalah sebagaimana yang telah disampaikan
melalui surat pengantar Presiden UGM No. 2916/Sn/XII/59 tertanggal 15
Desember 1959, perihal: Rancangan Undang-Undang Agraria, dalam
Soetiknjo,(1987), loc.cit., hlm. 316. Dalam Suparjo, Ibid.
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tingkatan yang tertinggi untuk (1) mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaannya, (2) menentukan dan mengatur hak-hak
yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang
angkasa itu dan (3) menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Hak Menguasai Negara tersebut diadakan dengan tujuan
(tidak lain, tidak bukan) semata-mata untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat
yang adil dan makmur vide. Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA j.o
Pasal 33 ayat (3) atau terwujudnya “sociale rechtsvaardigheid”
menurut Soekarno.!6

Untuk mencapai yang menjadi cita-cita bangsa dan
Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya
suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan
dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai
kepentingan hidup rakyat dan Negara dalam bentuk:

(1) Rencana Umum (National Planning) yang meliputi
seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi

(2) Rencana-Rencana Khusus ("regional planning”) dari
tiap-tiap daerah (Pasal 14). Berlandaskan planning tersebut
penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan
teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-
besarnya bagi Negara dan rakyat. Hal itu sebagaimana
ditegaskan dalam Penjelasan Umum II angka (8) UUPA.
Adapun mengenai perencanaan persediaan, peruntukan dan

penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah

16 Suparjo, ibid. hlm.276
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dikemukakan dalam penjelasan umum (II angka 8) kemudian
diatur secara tersendiri di dalam Pasal 14 UUPA.

Berdasarkan alur pemikiran dalam menjelaskan
manifestasi politik hukum agraria berdasarkan UUPA dapat
dijelaskan dalam suatu urutan elemen-elemen yang
membentuk politik hukum tersebut. Hak Bangsa Indonesia
sebagai refleksi hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah
yang terbentuk berdasarkan hakekat pembentukan dan
lahirnya  Negara Indonesia yang didirikan dengan
berlandaskan Pancasila.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan NKRI maka di
dalam UUD NRI 1945 [Pasal 33 ayat (3)] ditetapkan adanya
penguasaan oleh negara terhadap bumi, air dan kekayaan
yang terkandung di dalamnya. Ketetapan di dalam UUD NRI
1945 tersebut kemudian diatur dalam UUPA yang
memberikan pengaturan hubungan Bangsa dan Negara
Indonesia dengan tanah yang tidak lain adalah dalam rangka
mencapai tujuan politik hukum agraria (kesejahteraan sosial)
sekaligus esensi tunggal politik hukum agraria, sebagaimana

dapat dilihat dalam bagan skema di bawah ini.

HAK MENGUASAI NEGARA
(KAEDAH PELAKSANAAN
POLITIK HUKUM
PERTANAHAN)

POLITIK HUKUM
PERTANAHAN NASIONAL
(KAEDAH HUKUM DASAR)

KESEJAHTERAAN SOSIAL
(MANIFESTASI POLITIK
HUKUM PERTANAHAN)

Bagan Alur Kaedah Pelaksanaan Dan Tujuan

Politik Pertanahan Nasional
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BAB III
PERMASALAHAN

A. Masalah Tumpang Tindih Pemilikan dan Penggunaan Tanah

Permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah menjadi
permasalahan yang banyak ditemukan di daerah. Kondisi seperti
ini berakibat pada keamanan sosial-politik-ekonomi, sehingga
jumlah dan jenis investasi di suatu daerah pun berpengaruh.
Menyadari hal itu, pemerintah daerah melakukan mediasi agar
setiap pihak dapat menunjukkan bukti kepemilikan secara sah.
Namun jika belum ada titik temu mengenai klaim kepemilikan
tanah, maka jalan keluar yang harus ditempuh adalah melalui
jalur hukum.

Pentingnya tanah bagi masyarakat dan kurangnya lahan bagi
masyarakat sehingga banyak terjadi perselisihan di tengah
masyarakat, baik antar masyarakat, masyarakat dengan badan
hukum, maupun masyarakat dengan pemerintah yang
dilatarbelakangi persoalan pertanahan khususnya di bidang
kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu diperlukannya
pendaftaran tanah bagi masyarakat agar tidak terjadi perselisihan
di dalam masyarakat mengenai kepemilikan atas tanah. Paling
tidak tumpang tindih tanah dalam beberapa hal yaitu:

1. Tumpang tindih penguasaan/pemilikan
2. Tumpang tindih penggunaan/peruntukkan
Penjelasan terhadap dua permasalah tersebut akan diuraikan

berikut ini:
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A. 1. Tumpang tindih penguasaan/pemilikan

Ada permasalahan yang penting berkenaan dengan
tumpang tindih penguasaan/pemilikan tanah yang dapat
menjadi bahan kajian dan memperoleh atensi
penyelesaiannya. Hal itu mengingat ranah persoalannya
yang meliputi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah atau
lingkungan tempat mereka hidup secara turun-temurun
(yang berupa hutan).

Kepala BPN RI mengatakan, kawasan Indonesia itu
luasnya 190 Juta Hektare, dimana sekitar 65% adalah
kawasan hutan sedangkan 35% sisanya adalah kawasan non
hutan yang bisa ditempati masyarakat dan bisa diberikan
sertipikat. Banyak lahan-lahan yang sudah diduduki
masyarakat tetapi belum bisa disertipikatkan karena masuk
dalam kawasan hutan. Tetapi ada juga yang sudah
disertipikatkan sehingga banyak pegawai BPN RI yang
berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan mengenai
hal ini. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya Peta
yang sama antara BPN RI dengan Kementerian Kehutanan.
Adanya masalah tersebut maka perlu dibuat peta yang sama,
sehingga antara kawasan hutan dan non hutan dapat
terpetakan dengan  baik. Selanjutnya  penyelesaian
pemberian hak dan penerbitan sertipikatnya dapat
dilakukan.!?

Pentingnya pembahasan terhadap persoalan tumpang
tindih pemilikan/penguasaan ini adalah mengingat sudah

banyak terjadi dan diajukan keberbagai forum peradilan.

17 Pranala Resmi BPN “Peraturan Bersama Tentang Penguasaan Tanah
yang berada di Kawasan Hutan Ditandatangani”, diakses dari
http:/ /www.bpn.go.id/ Berita/Siaran-Pers/peraturan-bersama-tentang-
penguasaan-tanah-yang-berada-di-kawasan-hutan-ditandatangani-4850, pada
17 Oktober 2014
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Puncaknya adalah pada Mahkamah Konstitusi RI yang
sudah mengeluarkan tiga putusan penting berkenaan
tumpang tindih penguasaan/pemilikan tanah (hutan).
Implikasi yuridisnya kemudian menimbulkan kekosongan
hukum berkenaan dengan pokok sengketa mengenai tanah
hutan.

Kekosongan hukum yang terjadi pasca-tiga putusan MKRI,
yaitu pertama, Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, yang
memberikan batasan yuridis terhadap penguasaan hutan oleh
negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas
tanah masyarakat. Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor
45/PUU-IX/2012, memberikan penegasan bahwa hutan adat
bukanlah merupakan tergolong dalam status hutan negara
sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui Putusan yang
ketiga (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012), bahwa hutan adat

bukan merupakan hutan negara.

Untuk mengisi kekosongan hukum itu diawali dengan
upaya yang telah dilakukan pada 11 Maret 2013 juga telah
ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang percepatan
pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12
kementerian/lembaga negara. Pada langkah selanjutnya diikuti
dengan penandatanganan Peraturan Bersama Mendagri, Menhut,
MenPU dan Kepala BPN, Tentang Penguasaan Tanah yang berada
di Kawasan Hutan Nomor : 79 Tahun 2014 Nomor: PB.3/Menhut-
11/2014 Nomor : 17/PRT/M/2014 Nomor : 8/SKB/X/2014, pada
tanggal 17 Oktober 2014 yang lalu.

Hal penting lainnya berkenaan dengan kekosongan hukum
akibat putusan MKRI tersebut adalah berkenaan dengan upaya
untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan
serta sesuai prinsip Negara Kesatuan RI perlu pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
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Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2012 dalam ayat (1)
menetapkan bahwa Materi muatan yang harus diatur dengan
Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur
dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional
tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Adapun tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR

atau Presiden (vide ayat (2)).

Adapun yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas
putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan
Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat,
pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas
dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Penegasan dari pentingnya tindak lanjut itu sebagaimana
ditemukan dalam penjelasan ayat (2), bahwa tindak lanjut atas
putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah

terjadinya kekosongan hukum.

A.2. Tumpang Tindih Penggunaan/Peruntukkan Tanah
Persoalan tumpang tindih lahan, alih fungsi atau
status lahan serta penggunaan hutan masih menjadi
permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia.
Banyaknya kasus-kasus tumpang tindih lahan, baik itu
pertambangan atau perkebunan menjadi bukti tidak

berjalannya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh
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pemerintah. Bahkan, kerap kali hutan yang tercatat sebagai
hutan lindung berubah menjadi lahan produksi!s.

Praktik korupsi begitu marak terjadi di sektor
kehutanan. Bukan saja persoalan illegal logging, lahan hutan
dipakai sebagai lahan pertambangan dengan menggunakan
segala cara. Persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan
lahan terutama korupsi sektor kehutanan dipicu karena
adanya disharmoni peraturan, baik itu disharmoni internal
yakni di dalam hirarki UU atau sektor yang bersangkutan
maupun disharmoni eksternal seperti pertantangan antara
undang-undang atau sektor lain.

Peraturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya
adalah akibat adanya tumpang tindih dan memberi celah
bagi beberapa pihak untuk memanfaatkan kondisi tersebut.
Beberapa faktor yang rentan terhadap korupsi mulai dari
perubahan peruntukkan kawasan hutan, perubahan fungsi
kawasan hutan, hingga penggunaan kawasan hutan.

Ketiga hal itu diatur di dalam PP No. 60 Tahun 2012
tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan
serta PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan. Kedua PP ini, dinilai terlalu berpihak
kepada swasta sehingga menutup akses masyarakat
terhadap hutan. Belum lagi pemutihan hanya didasarkan
pada fungsi hutan dan tidak tegasnya sanksi yang diberikan

kepada pihak yang melanggar aturan. Tentu saja,

18Hukum Online, “Disharmoni Peraturan Kehutanan Rentan Terhadap

Korupsi Beberapa Kebijakan Sektor Kehutanan Harus Diperjelas Dan Diperbaiki”.
Diakses dari
http:/ /www.hukumonline.com/berita/baca/1t5051c7a26d94f/disharmoni-
peraturan-kehutanan-rentan-terhadap-korupsi.
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memberikan celah bagi swasta untuk melakukan korupsi di
sektor kehutanan!.

Persoalan tumpang tindih penggunaan/peruntukkan
tanah banyak terjadi di berbagai wilayah. Tumpang tindih
penggunaan kawasan hutan terjadi di Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi. Lahan yang dipersengketakan
berada di Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT.
Samhutani seluas 5.737 hektar. Begitu juga di Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, yaitu lahan HTI
milik PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (1.710 Ha).

Tumpang tindih lahan juga terjadi dengan perusahaan,
diantaranya dengan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (PT
APTP) selaku pemegang ijin perkebunan kelapa sawit
dengan luas 2.143 Hektar, dengan BWP Meruap HPT (1.146
Ha), dan lahan APL (7.704 Ha). Pesoalan lainnya yakni
lamanya pengurusan perizinan pinjam pakai kawasan hutan,
begitu juga ijin pinjam pakai eksplorasi PT KBB. Selain lama,
disamping proses perijinan dipersulit dan juga tidak ada
jaminan kepastian diperolehnya ijin pinjam pakai produksi
tersebut.20

Selain itu juga, pada umumnya sengketa tanah yang
terjadi sebagai akibat tumpang tindihnya penggunaan tanah
(di urban/perkotaan) yang terkait dengan kebijakan
pemerintah dalam pemanfaatan tanah, yaitu pemanfaatan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya. Seperti
pemberian izin oleh Pemerintah Daerah setempat untuk

berdirinya sebuah pabrik, mall, atau perumahan di atas

19 Hukumonline, Ibid.

20 “Tumpang Tindih Lahan Pertambangan dan Perkebunan Timbulkan
Konflik”, Tambang News, diakses dari
http:/ /www.tambangnews.com/berita/utama/778-tumpang-tindih-lahan-
pertambangan-dan-perkebunan-timbulkan-konflik.html
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kebun atau sawah yang produktif, berdirinya pabrik di
komplek perumahan, berdirinya mall di areal tempat
peribadatan, berdirinya perumahan di tengah-tengah

kawasan industri?l.

B. Pendaftaran Tanah dan Persoalan Surat Keterangan Tanah

dari Kepala Desa

Menurut Pasal 1 Angka (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yang menyebutkan Pendaftaran tanah adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam pendaftaran tanah khususnya pendaftaran pertama
kali dibutuhkan kedudukan Kepala Desa dalam pembuatan alat
bukti permulaan dalam hal ini surat keterangan Tanah (SKT).
Tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam pendaftaran tanah
terdapat dalam penjelasan Pasal 32 Angka (4), Pasal 18, Pasal
59, Pasal 60 Huruf G Angka (3), dan Pasal 61 Ayat (2) Keputusan
Kepala BPN No.3 Tahun 1997.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Kepala
Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu

pelaksanaan penyelenggaran pendaftaran tanah, yaitu:

21 Goenawan Wanaradja, “Sengketa Tanah”, Dikases
dari:http:/ /pikiranmerdeka.co/2012/05/12/sengketa-hak-tanah/, Pikiran
Merdeka.
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Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantu pelaksana
pendaftaran tanah (Pasal 8 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997).
Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan
sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai
bidang Tanah tersebut (Pasal 39 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997).
Untuk daerah-daerah Kecamatan diluar kota tempat kedudukan
Kantor Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran
tanah dapat dikuatkan dengan surat pernyatan Kepala Desa (Pasal
39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997). Kepala Desa berhak membuat
keterangan yang membenarkan surat bukti hak sebagai ahli waris
(Pasal 39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997). Untuk desa-desa dalam
wilayah yang terpencil Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat
menunjuk Kepala Desa sebagai PPAT Sementara (Pasal 7 ayat (2)
PP No. 24 Tahun 1997)

Kepala Desa sebagai aparat pemerintah yang paling bawah
mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu
Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pendaftaran tanah
termasuk pembuatan akta jual beli tanah yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu
dengan tugas Kepala Desa yang strategis itu diharapkan dapat
menjadi motivator bagi warga masyarakat pemegang hak atas
tanah agar mempunyai kesadaran untuk melakukan jual beli
tanah di hadapan PPAT bukan dihadapan Kepala Desa. Selain hal
tersebut dalam konteks pendaftaran tanah yang lebih luas lagi
Kepala Desa dapat menjadi motivator dan mampu
mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan
tanahnya baik secara sporadik maupun dalam rangka
pemeliharaan data pendaftaran tanah. Karena Kepala Desa dalam
kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan warga

masyarakat dan sifat paternalistik yang masih melekat erat Kepala
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Desa ditempatkan pada posisi tokoh dan menjadi suri tauladan,
akibatnya seluruh anjurannya selalu akan dianut oleh warga
masyarakatnya.

Pada faktanya masih banyak Kepala Desa yang belum
memahami peranannya dalam pendaftaran tanah, dan ada
kalanya membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk membuat
alat bukti permulaan dalam pendaftaran tanah, sehingga tidak
sesuai dengan asas terjangkau dalam pendaftaran tanah. Sehingga
mempersulit masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran tanah
(khususnya pendaftaran tanah yang pertama kali atau “initial
registration”. Pada prakteknya PPAT dalam pembuatan aktapun
memerlukan peran Kepala Desa dalam berkenaan dengan
keterangan mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah.
Banyak di kalangan masyarakat desa yang tidak mengetahui
kedudukan alat bukti permulaan yang dikeluarkan Kepala Desa
tersebut dalam kaitannya pengurusan sertifikasi hak atas tanah.

Realitasnya memelihara batas tanah tidak mudah, banyak
patok yang hilang atau tanda alam yang menjadi dasar penetapan
batasnya bisa bergeser, sehingga kemungkinan akan terjadi asal
tunjuk. Sebenarnya Surat Keterangan Tanah (yang selanjutnya
disebut SKT) merupakan solusi untuk kondisi tersebut, tetapi
ternyata penerapan SKT banyak memberikan masalah. Di pulau
Jawa Bali sudah ada data awal berupa hasil pemungutan pajak
bumi dan bangunan penerbitan SKT dalam pelaksanaannya tidak
besar potensinya menimbulkan persoalan. Sedangkan SKT untuk
daerah lain tidak sama kondisinya, karena data yang menjadi
sumber rujukan penerbitan SKT. Di Sumatera dan Kalimantan
tidak mempunyai data tersebut, karena tidak ada sistem
pemungutan pajak seperti di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Barat.
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Masalah lain mengenai SKT adalah wupdating dan mutu
pengelolaan data tanah di wilayah desa/kelurahan. Hal itu banyak
dikeluhkan dengan memberikan sinyal atas rendahnya
pengetahuan dan kesadaran melakukan pendataan dan
pengelolaan data tanah-tanah. Pada sisi lainnya karena kepala
desa dibawah Mendagri sehingga tingkat kepatuhan lebih tinggi
terhadap mendagri dari pada terhadap Badan Pertanahan
Nasional. @ Cara  berfikir tersebut menimbulkan potensi
penyalahgunaan tupoksi kepala desa. Implikasi terhadap kondisi
tersebut adalah terjadi tumpang tindih kepemilikan dan
penguasaan tanah.

Hal itu dapat diketahui dari fenomena mudahnya memperoleh
SKT dan Surat Keterangan Ganti Rugi (yang selanjutnya disebut
SKGR) lahan yang diterbitkan kepala desa, lurah?2?, dan camat
memicu pertikaian antar masyarakat Kabupaten Siak. Bahkan,
sejumlah kasus sengketa lahan itu terpaksa diselesaikan di meja
hijau. Salah satunya kasus yang ditangani pihak Pengadilan
Negeri Siak saat ini adalah sengketa lahan antara Ernawati Cs dan
Direktur PT Raka di Kecamatan Minas.

Meskipun kasus ini terjadi sekitar tahun 2005-2006, namun
sejumlah saksi dihadirkan dalam sidang itu, termasuk pejabat
daerah setingkat camat, sekretaris camat dan kepala desa beserta
perangkatnya. Menyikapi masih adanya oknum pejabat
dilingkungan Pemkab Siak yang ikut “bermain” dengan

perusahaan dan kelompok tertentu untuk menerbitkan SKT dan

22 “Kasus Menerbitkan SKT Seluas 7,2 Ha, Poldasu Tahan Lurah Bagan
Deli Belawan”, diakses dari: http://hariansib.co/view/Headlines/13805/-
Kasus-Menerbitkan-SKT-Seluas-7-2-Ha--Poldasu-Tahan-Lurah-Bagan-Deli-
Belawan.html, Sinar Indonesia Baru, pada tanggal 7 Mei 2014
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SKGR dengan iming-iming sejumlah uang, fenomena itu diakui

Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi23.

C. Ego-Sektoral

Ego-sektoral kementerian dan lembaga yang mengurusi
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia
menimbulkan sejumlah masalah lanjutan. Adapun menurut
Arizona, dampak dari ego sektoral itu adalah: Pertama, tumpang
tindih program dan kebijakan sehingga menyebabkan pemborosan
keuangan negara dan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki
oleh konstitusi untuk menjadikan sumber daya alam memberikan
manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua, konflik
antar-sektor karena masing-masing kementerian dan lembaga
menjalankantugasnya berdasarkan undang-undang sektoral
sendiri-sendiri (Sodiki, 2013:190). Masing-masing kementerian
menganggap undang-undang sektoral yang di jalannya sebagai
yang paling benar dan tidak menganggap peraturan
perundang-undangan sebagai  sistem pengaturan  untuk
mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.
Ketiga, tumpang tindih perizinan yang menyebabkan kerugian
keuangan negara. Misalkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan
pada tahun 2009 mencatat ada 3,5 trilyun potensi kerugian negara
karena ada banyak usaha-usaha non kehutanan yang dilakukan di
atas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat,
konflik-konflik yang terjadi berkaitan dengan tanah, sumber daya
alam dan lingkungan hidup tidak terselesaikan dengan baik

dikarenakan banyak konflik yang terjadi merupakan persoalan

23 “Antisipasi Kasus Sengketa Lahan, Bupati Siak Ingatkan Camat dan
Lurah  Hati-hati Terbitkan Surat Kepemilikan Tanah” diakses dari:
http:// www.goriau.com/ berita/ siak/ antisipasi-kasus-sengketa-lahan-bupati-
siak-ingatkan-camat-dan-lurah-hatihati-terbitkan-surat-kepemilikan-tanah. _html,
pada Jumat, 10 Oktober 2014
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lintas sektor sehingga tidak bisa diselesaikan oleh satu
kementerian/lembaga saja. Kelima, tidak efektifnya penegakan
hukum karena tidak terbangun koordinasi yang baik antar sektor
dan antara PPNS kementerian sektoral dengan aparat penegak
hukum?4.

Selain itu dalam pandangan Konsorsium Pembaharuan
Agraria (KPA) pun persoalan ego sektoral ini menjadi salah satu
persoalan pokok agraria yang dinyatakan dalam opini Idham
Arsyad sebagai berikut: pertama, masalah mendasar berkaitan
dengan pemilikan dan penguasaan rakyat atas tanah yang sangat
timpang serta akses rakyat atas kekayaan alam yang sangat
terbatas. Akumulasi dan monopoli atas sumber-sumber agraria
oleh sekelompok kecil orang di Republik ini bukan isapan jempol
belaka; kedua, masalah lanjutan dari ketimpangan di atas adalah
kemiskinan masyarakat pedesaan yang semakin tinggi.
Kemiskinan petani ini adalah akibat dari kombinasi sempitnya
penguasaan lahan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap
pembangunan infrastruktur pertanian, pendidikan, akses pasar,
dan perbankan bagi petani. Masalah lanjutan lainnya adalah
konflik agraria yang terus merebak di hampir seluruh pelosok
Nusantara; ketiga, kuatnya ego sektoral setiap lembaga/
kementerian yang mengurusi masalah agraria. Ego sektoral ini
merupakan cermin dari kebijakan politik hukum agraria yang
tumpang tindih dan tidak sinkron.25

Ada berbagai contoh nyata dari persoalan konflik antar-
sektoral yang terjadi di berbagai wilayah. Gubernur Kaltim, Awang

Faroek Ishak menegaskan bahwa moratorium izin pertambangan,

24Arizona, Yance (2014), “Saatnya Kita Punya Kementerian Koordinator
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”. Kertas Kerja Epistema No.
01/2014, Jakarta: Epistema Institute

25 Idham Arsyad, “Opini: Tantangan Sektor Agraria”, diakes dari
http:/ /www.kpa.or.id/news/blog/opini-tantangan-sektor-agraria/, KPA.
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perkebunan, dan pertanian serta kehutanan yang dilakukan
Pemprov Kaltim bukannya tanpa maksud. Itu sengaja dilakukan
semata-mata hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada
investor yang datang ke Kaltim untuk menanamkan modalnya.
Sebab menurut Awang, saat ini ada 742 kasus tumpang tindih
lahan baik antara  perkebunan dengan = pertambangan,
pertambangan dengan pertanian, perkebunan dengan kehutanan,
maupun kehutanan dengan pertambangan.26

Pada ranah kebijakan organisasi BPN Pusat ada Deputi
Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan sesuai dengan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No. 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa tugas kedeputian tersebut
adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
pengaturan dan penataan pertanahan. Berdasarkan peraturan
tersebut salah satu fungsinya adalah: melaksanakan inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(IP4T) dan evaluasi tanah-tanah obyek landreform.

Kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
inventarisasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
adalah melakukan sinergi dengan BPN dalam hal ini adalah kantor
pertanahan agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk
pengambilan kebijakan secara mantap. Ini penting dilakukan
mengingat inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
berbasis pada fungsi kawasan, sedangkan inventarisasi yang
dilakukan oleh BPN berbasiskan bidang-bidang tanah.

Adapun pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah yang perlu dilakukan berdasarkan Pasal

23 PP 16/2004 meliputi: (a) pengumpulan dan pengolahan data

26“Tumpang Tindih Lahan Capai 742 Kasus, Gubernur Perintahkan
Moratorium Izin”, diakses dari: http://samarinda.prokal.co/read/arsip/26391,
pada 30 April 2014
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penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan
tanah, evaluasi tanah serta data pendukung; (b) penyajian data
berupa peta dan informasi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah serta data
pendukung; (c) penyediaan dan pelayanan data berupa peta dan
informasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
kemampuan tanah, evaluasi tanah, serta data pendukung. Dalam
hal ini pengumpulan dan pengolahan data penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi berbagai kegiatan
survey dan pemetaan baik secara manual maupun komputerisasi
yang diikuti dengan kajian dan analisis data dan informasi yang
sudah diperoleh.

Hasil kajian BPN menyebutkan, terdapat 21 undang-undang,
49 peraturan presiden, 22 keputusan presiden, 4 instruksi
presiden, 496 peraturan/keputusan/surat edaran dan instruksi
Menteri Negara/Kepala BPN terkait masalah agraria yang tumpang
tindih. Masalah klasik ini pada dasarnya telah menjadi mandat
TAP MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam untuk segera diselesaikan, namun hingga kini

masih belum ada penyelesaiannya.2”

D. Kesesuaian Peruntukan dan Penggunaan Tanah

Pada ranah permasalahan ini akan dibahas mengenai: (1)
fenomena pengalihan kawasan hutan menjadi perkebunan dan
pertambangan, dan (2) pengelolaan tanah terlantar yang akan

diuraiakan berikut ini.

27ldham Arsyad, ibid.
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D.1.Pengalihan Hutan Menjadi Perkebunan dan
Pertambangan

Proses alih fungsi hutan primer menjadi perkebunan
kelapa sawit yangat diminati oleh pengusaha, karena
sebelum pengusaha melakukan investasi perkebunan kelapa
sawit mereka telah mendapatkan keuntungan yang sangat
besar. Bahkan banyak kasus yang terjadi dimana
perusahaan-perusahaan hanya menggunakan perkebunan
kelapa sawit sebagai tameng untuk mengambil kayu hutan.
Setelah kayu hutan diambil, tanah ditelantarkan dan tidak
dijadikan perkebunan kelapa sawit. Penebangan hutan
merupakan sumber terbesar kedua dalam meningkatkan
level CO2 (karbon diokasida) di atmoster. Padahal menurut
Protokol Kyoto, hutan dapat dijual karena 1 hektar hutan
dapat menyerap 250-300 ton CO2, jadi jika dijual 1 ton CO2
bernilai US $ 5.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang merambah
hutan bahkan telah memasuki tanah-tanah basah, seperti
gambut membuat emisi CO2 semakin meningkat. Secara
ekologis sistem monokultur pada perkebunan kelapa sawit
telah merubah ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman
hayati dan ekosistem hutan hujan tropis, serta plasma
nutfah. Selain itu juga mengakibatkan hilangnya sejumlah
sumber air, sehingga memicu kekeringan, peningkatan
suhu, dan gas rumah kaca yang mendorong terjadinya
bencana alam. Perkebunan kelapa sawit mengakibatkan
berkurangnya kawasan resapan air, sehingga pada musim
hujan akan mengakibatkan banjir karena tanah tidak

mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air.
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Pembukaan tanah sering kali dilakukan dengan cara
tebang habis dan land clearing dengan cara pembakaran
demi efesiensi biaya dan waktu. Faktanya bencana nasional
kebakaran hutan saat ini disebabkan salah satunya karena
pembakaran hutan untuk pembukaan tanah. Pencemaran
yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan tanah
dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah,
merupakan cara-cara perkebunan yang meracuni makhluk
hidup dalam jangka waktu yang lama. Hal ini semakin
merajalela karena sangat terbatasnya lembaga kemanusiaan
yang melakukan kegiatan tanggap darurat kebakaran hutan
dan penanganan Limbah.

Terjadinya konflik horizontal dan vertikal akibat
masuknya perkebunan kelapa sawit. sebut saja konflik
antar warga yang menolak dan menerima masuknya
perkebunan sawit dan bentrokan yang terjadi antara
masyarakat dengan aparat pemerintah akibat sistem
perijinan perkebunan sawit.

Konflik SDA dan agraria salah satunya bersumber dari
banyaknya izin yang diberikan oleh pemerintah, khususnya
di daerah untuk perusahaan. Dengan mengantongi izin dari
pihak berenang dan merasa sebagai pihak yang secara
hukum sah menggunakan tanah, perusahaan tersebut
mengambil alih tanah yang sudah digunakan masyarakat.
Menurutnya sebelum menerbitkan kebijakan, pemerintah
dan pihak terkait harus melibatkan masyarakat yang sudah
lebih dulu menggunakan tanah itu.

Banyaknya izin yang diterbitkan Pemda, pemalsuan
dan penduplikasian dokumen oleh oknum. Khususnya

proses  pengambilalihan  tanah, pihak  perusahaan
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menggunakan oknum aparat keamanan dan preman untuk
mengusir warga dari tanah yang digarapnya. Tak
ketinggalan, cara-cara paksaan terjadi ketika pihak
pemerintah mengambil alih tanah warga.

Tentu saja untuk memperjuangkan hak atas tanah,
warga tak tinggal diam, karena telah menempuh berbagai
cara. Langkah yang kerap digunakan adalah jalur non
litigasi seperti bermusyawarah dengan pihak berwenang.
Tapi, warga selalu dikalahkan dan posisinya dilemahkan.
Hal serupa juga terjadi ketika warga menempuh jalur
hukum. Misalnya, ketika mengajukan sengketa ke
pengadilan, warga selalu kalah karena warga tak punya

bukti-bukti tertulis yang sah seperti sertifikat.

D.2. Kebijakan Pengelolaan Tanah Terlantar
Berdasarkan Pasal 2 PP No.11/2010 Tentang

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, suatu

tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar apabila

memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Tanah tersebut sudah sudah diberikan hak oleh Negara
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah;

2. Tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau
sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.

Meskipun Pasal 2 PP No.11/2010 menentukan bahwa
suatu tanah dapat diindikasi sebagai tanah terlantar hanya

apabila telah terdapat dasar penguasaan atas tanah
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diatasnya namun dalam Pasal 17 ayat 2 huruf f Perka BPN

No.4 / 2010 jo. Perka BPN No0.9/2011, ditentukan bahwa

terhadap tanah yang belum diajukan permohonan hak

untuk dasar penguasaan tanah diatasnya dapat ditetapkan
sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Pertanahan

Wilayah.

Untuk dapat dilakukan identifikasi dan penelitian atas
suatu tanah sebagai Tanah Terlantar oleh Kepala Kantor
Wilayah Pertanahan, terdapat pembatasan jeda waktu yang
harus terpenuhi atas bidang-bidang tanah yang terindikasi
terlantar tersebut, yaitu sebagai berikut (vide.Pasal 6 ayat 1
PP No.11 / 2010):

1. Untuk tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai maka
identifikasi dan penelitian tanah terlantar dapat
dilakukan terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan hak-hak atas tanah tersebut; atau

2. Sejak  berakhirnya izin/keputusan/surat dasar
penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.
Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah tidak

semua tanah yang dalam kondisi di atas dapat ditetapkan

sebagai tanah terlantar, Penetapan sebagai Tanah Terlantar
dikecualikan pada tanah-tanah sebagai berikut (Pasal 3 PP

No.11 / 2010):

a. tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama
perseorangan yang secara tidak sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan
tujuan pemberian haknya; dan

b. tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung

maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun
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belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau
sifat dan tujuan pemberian haknya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana
memaksimalkan  peruntukan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah
terlantar dapat didayagunakan untuk kepentingan
masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program
strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.
Khususnya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

E. Insentif Akses Kepemilikan dan Perlindungan Hukum
Berkenaan dengan insentif kepemilikan dan perlindungan
hukum mengenai pemilikan tanah dan berbagai implikasi
hukumnya akan dibahas mengenai persoalan yang dianggap
relevan dengan kajian ini, yaitu: (1) Kepastian Hukum atas Hak
Komunal dan Hak Ulayat; (2) Redistribusi Tanah; (3) Ganti Rugi
Tanah untuk kepentingan Umum, dan (4) Praktik-praktik
kriminalisasi sengketa pemilikan tanah. Penjelasan selengkapnya

akan diuraikan dalam bagian ini berikutnya.

E.1. Kepastian Hukum atas Hak Komunal dan Hak Ulayat

Masalah Pengakuan atas Tanah Adat/Tanah Ulayat.
Kondisi sosial budaya dan pengakuan terhadap kearifan
tradisional yang berusaha untuk memelihara tanah
adat/tanah wulayat yang hidup dan berkembang di
masyarakat sering  diabaikan dalam  perencanaan
pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Padahal Pasal 2 ayat

(4) UUPA menegaskan bahwa hak menguasai dari negara
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dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada. Diakui bahwa masih banyak
masyarakat hukum adat di negeri ini yang tanah-tanah adat
mereka tidak diakui keberadaannya oleh negara. Akibatnya,
masyarakat hukum adat menjadi terasing dari tanah mereka
sendiri. Oleh karenanya perlu ada upaya revitalisasi
sehingga mereka tidak tergusur dari tanah nenek-moyang
mereka hanya karena klaim negara untuk menjadikan
semuanya sebagai tanah negara yang perlu diatur menurut
kehendak penguasa. Kondisi tersebut di atas disebabkan
pula karena belum jelasnya pengaturan masyarakat hukum
adat dalam teks undang-undang, padahal kedudukan
masyarakat hukum adat di Indonesia telah ada jauh
sebelum hukum positif nasional terbentuk bahkan hingga
saat ini masyarakat hukum adat tersebut masih diakui
eksistensinya ditengah-tengah masyarakat.

UUPA menegaskan bahwa masyarakat hukum adat,
sepanjang menurut kenyataannya masih ada, diakui
keberadaannya. Sebagai pedoman dalam rangka
penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat
telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat
Hukum Adat disebutkan bahwa hak ulayat masyarakat
hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga
kriteria, yaitu :

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat
oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama

suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan
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menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut
dalam kehidupannya sehari-hari,

2. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan
hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari,
dan

3. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku
dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum
tersebut.

Saat ini sudah banyak tanah-tanah adat yang
kepemilikannya bersifat individual sudah didaftar oleh BPN.
Namun, untuk tanah wulayat masyarakat hukum adat
pelaksanaan pendaftaran tanahnya baru bisa dilaksanakan
setelah ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur hal
tersebut. Hal ini menjadi kendala secara administratif dan
teknis.

Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu (sebagai pengganti Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor S Tahun 1999).

Di dalam kesatuan masyarakat hukum adat otomatis
sudah ada melekat hak ulayat, sementara di Peraturan
Menteri yang baru juga mengatur soal hak komunal. Dalam
konteks hak wulayat konsepsinya lebih jelas karena
memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan

kepentingan bersamanyaotomatis sudah melekat (koheren).
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Adapun yang kemudian yang menjadi persoalan dalam
lingkup hak komunal adalah soal kewenangan pengelolaan
yang tidak dijelaskan di dalam Permenag ini. Permenag No.
9/2015 dianggap sangat birokratis terkait permohonan
penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum
adat. Ketika dijumpai adanya hak-hak komunal yang non-
masyarakat adat yang berada di wilayah kawasan hutan
notabene menginginkan wilayahnya menjadi penetapan
tanah komunal.

Ada kebijakan lain yang dapat digunakan dalam
pendataan hak ulayat diantaranya adalah PermenDesa No
1/2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala desa, bisa digunakan
sebagai dasar hukumnya. Namun harus ada perda terlebih
dahulu yang mengatur tentang penguatan desa. Penguatan
desa sudah termasuk kewenangan regulasi, itulah yang
melahirkan melahirkan peraturan desa. Permen Desa ini
juga mengakomodasi semua kebutuhan-kebutuhan rakyat
dengan menegakkan keadilan terhadap rakyat desa. Namun
terkait dengan akses dan kontrol rakyat terhadap tanah dan
sumber-sumber kehidupannya perlu ada pilihan-pilihan
hukum yang bisa digunakan oleh komunitas dengan melihat
secara khusus perihal permasalahan yang ada di

komunitasnya dan kebutuhan riil-logis mereka.

E.2. Redistribusi Tanah

Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek
Landreform hambatan yang terjadi, antara lain: (1)
kurangnya antusias permohonan Redistribusi tanah obyek

Landreform karena kurangnya pemahaman dari masyarakat
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tentang sertipikat tanah dan; (2) masyarakat juga tidak
setuju dengan ketentuan masa peralihan hak tanah yang
telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN
yaitu masa peralihan hak atas tanah baru boleh di
laksanakan 10 tahun setelah kepemilikan sertipikat.

Pemahaman masyarakat (petani atau penggarap)
tentang kegunaan serta tujuan sertipikat sebagai alat bukti
hak atas tanah masih rendah. Hal ini terbukti pada saat
petugas melakukan identifikasi subjek dan objek, masih ada
yang tidak bersedia bahkan menolak untuk
mensertipikatkan tanahnya. Masyarakat beranggapan bahwa
tanah yang dikuasai atau dimilikinya tidak memerlukan
sertipikat karena tanpa sertipikat pun masyarakat disekitar
mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai atau dimiliki
oleh masyarakat daerah itu sendiri, karena masyarakat yang
menguasai tanah tersebut menggarap dan mengusakan
sendiri secara aktif tanah tersebut sehingga dapat menjadi
bukti bahwa mereka telah memiliki tanah tersebut sehingga
tidak perlu mengurus penerbitan sertipikat atas tanah
tersebut.

Perlu dukungan besar dukungan dari stakeholder
bukan hanya BKN tetapi seluruh kementerian dan
pemerintah daerah dalam rangka penyiapan infrastruktur ini
merupakan sebuah program besar. Kurangnya koordinasi
antar lembaga yang berwenang dalam meredistribusikan
tanah obyek landreform, serta tidak ada pembinaan yang
dilakukan oleh pihak yang terkait kepada penerima
Redistribusi pasca Redistribusi dilakukan agar dapat
memanfaatkan tanah Redistribusi sebaik mungkin. Hal ini

disebabkan masih kurangnya jumlah dan mobilisasi SDM
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serta sumber daya lainnya yang tersedia di Kantor
Pertanahan di daerah.

Penerima hak yang tidak melakukan pendaftaran
ulang terhadap tanah  Redistribusi, tanah  yang
diredistribusikan luasnya rata-rata kurang dari 1 Ha, serta
kurangnya pemahaman seperti petani penerima terhadap
kegiatan Redistribusi, dimana petani penerima juga
dikenakan biaya yang besar dalam pembuatan sertipikat
sebagai alas bukti hak yang kuat, sehingga banyak diantara
petani penerima yang belum memiliki sertipikat.

Hal itu juga sudah diingatkan oleh KPA dalam tulisan
Idham Arsyad bahwa, janji Jokowi-JK membagikan tanah
seluas 9 juta hektar dan meningkatkan kepemilikan lahan
petani gurem hendaknya diletakkan dalam kerangka
program reforma agraria. Reforma agraria berarti bukan
sekadar bagi-bagi tanah, tetapi di dalamnya ada perombakan
penguasaan dan pemilikan tanah. Jokowi-JK jangan
mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya yang hanya
memprioritaskan sertifikasi dan legalisasi tanah?s.

Masalah database tentang pemanfaatan tanah dan
penggunaan ruang juga belum tersedia secara memadai,
tersebar pada berbagai sektor dan tingkat pemerintahan
pusat dan daerah. Padahal kelengkapan dan akurasi
database sangat penting untuk kepentingan perencanaan
dan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan
operasional atas suatu bidang tanah/tanah di suatu
wilayah/daerah. Ketidakakuratan data pertanahan dalam
hal substansi/kelas/status maupun koordinatnya

menyebabkan benturan antar sektor/benturan kepentingan

28]dham Arsyad, ibid
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dan di kawasan budi daya menyebabkan benturan antar

pemangku kepentingan atas tanah.

E.3. Ganti Rugi Tanah untuk kepentingan Umum

Permasalahan pertanahan yang melibatkan
masyarakat sering kali disebabkan karena adanya
penguasaan tanah secara sepihak dari investor yang bekerja
sama dengan penguasa dengan ganti rugi bukan
berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah yang
bersangkutan atau harga pasar yang berlaku atas tanah di
suatu kawasan pada masa tertentu. Pasal 18 UUPA sudah
menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut
dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut
cara yang diatur dengan undang-undang.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo 65 Tahun
2006 Pasal 1 butir 11 didefinisikan bahwa ganti rugi adalah
penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau
nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang
mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-
benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat
memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari
tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena
pengadaan tanah. Ada dua hal yang menjadi fokus ganti rugi
yaitu, pertama adalah diperkenalkan ganti rugi yang bersifat
non-fisik. Namun dalam penjelasan dan pasal-pasal
berikutnya tidak di deskripsikan lebih lanjut mengenai ganti
rugi non-fisik. Apakah ganti rugi non-fisik hanya meliputi
kerugian yang bersifat ekonomi baik berupa biaya-biaya
yang harus dikeluarkan dan kehilangan pendapatan dari

pemilik tanah karena adanya pengadaan tanah. Ataukah
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juga meliputi kehilangan atau kerugian lain yang bersifat
emosionil seperti hubungan sejarah atau hubungan
kekeluargaan dengan tanah. Seberapa jauh ruang lingkup
dari ganti rugi non-fisik dan seberapa besar ganti rugi yang
diberikan harus diatur dalam standar yang jelas sehingga
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dapat memiliki referensi
yang sama dalam melakukan penilaian.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo 65 Tahun
2006 menegaskan bahwa Dasar perhitungan besarnya ganti
rugi (atas nilai tanah) didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan
Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh
panitia; Tidak dijelaskan apakah nilai nyata/sebenarnya itu.
Apakah itu nilai pasar, Bagaimana memperolehnya sehingga
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah dapat melaksanakan
dengan standar yang sama juga tidak dijelaskan.

Lebih lanjut pada Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 telah diatur
bahwa untuk menentukan nilai nyata/sebenarnya dapat
berpedoman pada variabel-variabel seperti lokasi dan letak
tanah, status tanah, peruntukan tanah, kesesuaian
penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau
perencaan ruang wilayah atau kota yang telah ada; sarana
dan prasarana yang tersedia dan faktor lainnya yang
mempengaruhi harga tanah. Apabila dikaitkan dengan
variabel untuk menentukan nilai nyata/sebenarnya tersebut
dengan teori yang ada, maka dapat disetarakan bahwa yang

dimaksud dengan nilai nyata/sebenarnya adalah nilai pasar.
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Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat
dilakukan pemerintah dengan cara peralihan hak yaitu
melalui cara jual beli, atau pelepasan hak yang lazim
diterapkan antara pihak yang mempunyai tanah dengan
yang membutuhkan tanah. Prosedur seperti ini tentunya
tidak menimbulkan masalah jika adanya kesepakatan dari
para pihak dan dilandasi semangat saling menghormati dan
secara yuridis menjunjung tinggi “komunal-religius”. Hal itu
penting untuk menghindarkan praktik-praktik intimidasi,
manipulasi, korupsi yang kerap terjadi dalam banyak
penyelenggaraan perolehan tanah.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi
terhadap pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan
umum adalah adanya keberatan dari sebagian masyarakat
yang terkena ganti rugi tentang besarnya jumlah ganti rugi

yang ditetapkan oleh panitia.?9 Hal itu masih saja marak

29Sebagai contoh dapat dilihat dalam beberapa persoalan yang terjadi
pada : (1) Negosiasi penetapan harga ganti rugi pembebasan lahan untuk tol
Semarang — Solo di Desa Karanggeneng, Boyolali Kota, berakhir tanpa hasil.
Warga yang kesal karena nilai pembebasan lahan dinilai kecil bahkan
mengancam menggugat Panitia pembebasan Tanah (P2T) secara perdata dan
pidana (lihat dalam “Penawaran Rendah, Negosiasi Pembebasan Lahan Tol
Macet” Kedaulatan rakyat  online, Kamis, 26 November 2015:
<http:/ /krjogja.com/read/282385/penawaran-rendah- negosiasi-pembebasan-
lahan-tol-macet.kr>,; (2) Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang proses pembebasan
lahannya menghabiskan waktu 6 tahun. Padahal, proyek pembangunan
fisiknya hanya berlangsung 2 tahun (lihat dalam “Ini Alasan Pembebasan Lahan
di RI Selalu Molor” Liputan o, 02 Des 2015:
http:/ /bisnis.liputan6.com/read /23804 10/ini-alasan-pembebasan-lahan-di-ri-
selalu-molor); (3) Masalah lamanya pembebasan lahan karena warga yang
menduduki lahan tersebut tak mau menjual sesuai harga yang ditawarkan
pemerintah. Mereka seringkali meminta harga 4 kali lipat dari harga yang
ditawarkan. Contoh harga NJOP cuma Rp 20 ribu, transaksi dari perusahaan
penilai yang ditunjuk negara harganya Rp 100 ribu, masyarakat minta Rp 400
ribu (lihat dalam “Pembebasan Lahan Jadi Kendala Terbesar Proyek 35 Ribu
MW,” Liputan6, 20 Okt 2015 http://bisnis.liputan6.com/read/2344902/
pembebasan-lahan-jadi-kendala-terbesar-proyek-35-ribu-mw), semuanya
diakses 5 Nopember 2015
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terjadi di lapangan mengingat kesenjangan kaedah
pengaturan secara normatif dengan kondisi nyata dalam hal
belum adanya pengaturan secara integral pengendalian
harga tanah dan larangan tertulis praktik spekulasi tanah.
Ada juga permasalahan lainnya yaitu lambatnya
penguasaan tanah secara fisik oleh pihak yang
membebaskan setelah proses pembebasan dan lambannya
pembangunan sehingga tanah yang telah dibebaskan

dipergunakan kembali oleh masyarakat.

E.4. Praktik-praktik Penerapan Kriminalisasi dalam
Sengketa Tanah

Sejalan dengan pengaruh dominasi kekuatan
kapitalisme dalam memperoleh kemudahan menguasai
sumber-sumber kekayaan alam Rachman mendeskripsikan
contohnya apabila saja sekelompok rakyat melakukan protes
dan perlawanan untuk menguasai dan menikmati kembali
tanah dan wilayah yang telah diambil alih pemerintah dan
perusahaan-perusahaan itu maka akibatnya sangat nyata,
yakni mereka dapat dikriminalisasi, dikenai sanksi oleh
birokrasi hukum, atau tindakan kekerasan lainnya yang
dapat saja dibenarkan secara hukum?3°.

Menurut pendapat Rachman, pemagaran dan
pemutusan hubungan itu pada intinya adalah penghentian

secara paksa akses petani atas tanah dan kekayaan alam

30Noer Fauzi Rachman, (2011), “Kapitalisme adalah Sebab, Agraria
adalah Akibat.Menyegarkan Pemahaman mengenai Percepatan dan Perluasan
Kapitalisme Indonesia”, naskah yang diedarkan dalam rangka kado untuk
mereka yang merayakan Hari Agraria 24 September 2011. Sebagaimana dikutip
oleh Suparjo. “Manifestasi Hak Bangsa Indonesia dan Hak Menguasai Negara
dalam Politik Hukum Agraria Pascaproklamasi 1945 Hingga Pasca reformasil 998
(Kajian Teori Keadilan Amartya Sen)”, Disertasi Program Doktor Pascasarjana
FHUI: Depok, 2014, hal.343
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tertentu (dalam perspektif kajian ini pemutusan Hak
Bangsa Indonesia). Tanah dan kekayaan alam itu kemudian
masuk ke dalam modal perusahaan-perusahaan kapitalistik.
Jadi terdapat perubahan dari alam menjadi sumber daya
alam ini berakibat sangat pahit bagi rakyat bumi putera yang
harus tersingkir dari tanah asalnya dan sebagian
dipaksa berubah menjadi tenaga kerja/buruh upahan3!.

Ada juga kritik dari Ismail, dengan landasan berpikir
dalam ranah teori hukum terhadap kriminalisasi dalam
ranah perkebunan melalui ketentuan pidana Pasal 21 dan
Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 yang membuka penafsiran
yang berbeda dari pihak-pihak yang menjadi sasaran
pengaturan yang menetapkan bahwa setiap orang dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun
dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa
izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan
terganggunya usaha perkebunansZ2.

Kekuatan neo kapitalisme dalam sektor perkebunan
yang memerginalkan peran negara dan Hak Menguasai
Negara dalam kajian ini merupakan strategi pokok dalam
upaya mengamankan dan melanggengkan kepentingan
kapitalis. Hal itu sempat terefleksikan dalam kriminalisasi
melalui ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang
Perkebunan yang secara formal kemudian dihapuskan oleh
Mahkamah Konstitusi. Sungguh pun kriminalisasi yang
mengkooptasi Hak Menguasai Negara untuk kepentingan
kapitalis secara formal telah dihapuskan, namun secara

realita hal itu belum menjadi bukti berakhirnya pengaruh

31]bid.
32Nurhasan Ismail, “Membangun Hukum dalam Masyarakat Majemuk”,
Prolog dalam Mutaqqien (et.al.).
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kapitalisme dalam sektor perkebunan. Masih berlanjutnya
konflik dan sengketa tanah-tanah perkebunan dan pola-pola
penyelesaian yang represif dengan modus “menggunakan”
pemihakan aparat penegak hukum atas kepentingan
perusahaan perkebunans3s3.

Dalam karyanya “Rich Forest, Poor People” (Peluso,
1992), ia menyatakan bahwa pengungkapan asal muasal
kepentingan yang saling bertentangan, akar-akar sejarah,
ideologi dan ekonomi dan tempat-tempat terjadinya konflik
merupakan syarat mutlak untuk usulan kebijakan. Maka,
degradasi ekologis dan perampasan haruslah diteliti dengan
memperhatikan proses sejarah, praktik sosial dan mediasi
simbolis34.

Menurut pandangan Seda3> dalam tulisannya itu
bahwa Hukum Indonesia yang mengkodifikasi kontrol
negara terhadap semua kegiatan di tanah-tanah hutan dan
menjustifikasi praktik keamanan dan pengawasan yang
koersif juga berlaku di wilayah-wilayah yang sama. Ilmu
kehutanan yang dirasuki ideologi nasional digunakan juga,
tidak saja oleh badan-badan dan institusi-institusi negara,
namun juga oleh perusahaan-perusahaan milik swasta dan
militer di Kalimantan yang mengoperasikan sebagian besar
hak penguasaan hutan. Berbagai suku Dayak di Kalimantan
juga tidak diakui sejarah hubungannya dengan hutan-
hutan, seperti pula warga-warga pedesaan di Jawa. Mereka
juga mengalami kriminalisasi terhadap hak-hak tradisional

mereka untuk memasuki dan memanfaatkan hutan. Negara

33Suparjo, disertasi, op.cit. hal.370

S4Peluso dalam Francisia Seda “Sumber Daya alam dan Pembangunan:
Sebuah Perspektif Komparatif”, Jurnal Makara, SOSIAL HUMANIORA, Vol. 10,
No. 1, JUNI 2006: 33-48

35Francisia Seda, ibid.
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menyalahgunakan ideologi “pembangunan nasionalis” untuk
menyita tanah dan hutan dari penduduk desa Jawa maupun
warga Dayak. Tingkat penetrasi negara mungkin memang
berbeda, tetapi dominasi ini tetap dirasakan oleh warga
setempat di manapun di seluruh negeri.

Pada perkembanganya praktik kriminalisasi terhadap
warganegara sudah menyebar luas hingga pada ranah
wilayah perkotaan, hal itu dapat dijumpai pada sengketa-
sengketa tanah yang sudah mulai muncul ke permukaan.
Pada sisi lain yang dihadapi warganegara adalah badan
hukum, korporasi yang bergerak dalam pembangunan
infrastruktur, perumahan, fasilitas-fasilitas perkotaan
seperti mall, kawasan superblok yang dilakukan secara
masif.36

Atas berbagai silang sengkarut yang terjadi dalam
praktik kriminalisasi tersebut, kajian ini memberikan
resolusi yang menolak praktik-praktik kriminalisasi dalam
berbagai konflik, sengketa tanah diantara warganegara
versus korporasi ataupun lembaga negara (pemerintah
pusat/daerah, TNI, dan lain-lain),37 hal itu dengan alasan:
pertama, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum,
sesungguhnya sudah amat jelas bahwa praktik kriminalisasi
dalam sengketa pemilikan/penguasaan tanah adalah
melanggar doktrin dasar pemberlakuan norma hukum

pidana yang seharusnya bukan sebagai “ultimum remedium”

36Salah satu kajian dari program advokasi Tim Kajian Hukum Tanah dan
Keuangan Negara FHUI, yang menangani konflik dan sengketa antara para
warga penghuni eks.rumah dinas PJKA melawan PT.KAI.

37Contoh aktual kriminalisasi aktivis petani Karawang, selengkapnya
dalam pranala KPA: <http://www.kpa.or.id/news/blog/kriminalisasi-aktifis-
petani-karawang/>. Kriminalisasi kedua Aktivis Serikat Petani Karawang
berdasarkan pada Laporan Kepolisian Resort Karawang pada Tanggal 12
Oktober 2015 dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasar UU ITE No 11
tahun 2008
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namun mempraktikan sebagaimana “primum remedium”
yang sarat dengan penggunaan kekuasaan sewenang-
wenang dan melanggar hak asasi dan hak-hak sipil
warganegara. Kedua, dalam konsep hukum tanah nasional
jelas bahwa hak tertinggi adalah Hak Bangsa Indonesia yang
anggotanya adalah individu-individu Bangsa Indonesia-
warganegara Indonesia. Praktek kriminalisasi terhadap
warga negara, jelas melanggar norma perihal kedudukan
tertinggi hak penguasaan atas tanah di republik ini
sekaligus melanggar HAM untuk memperoleh perlindungan
hukum atas hak-hak warganegara terhadap harta kekayaan

dari perampasan secara sewenang-wenang.
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BAB IV
ANALISIS, EVALUASI DAN REKOMENDASI

A.Analisis

Sesuai dengan target dan tujuan analisis dan evaluasi kajian
ini, maka bidang materi diarahkan menghasilkan 4 (empat) pilihan
keputusan tindakan, yaitu: (1) hukum dipertahankan; (2) hukum
direvisi; (3) hukum dicabut; dan (4) pembentukan hukum. Adapun
analisis yang dapat disampaikan dari hasil kajian terhadap
permasalahan yang sudah disampaikan di dalam Bab III adalah

sebagai berikut:

A.1.Masalah Tumpang Tindih Pemilikan dan Penggunaan
Tanah

Hasil kajian dalam bagian ini adalah berkenaan

dengan masalah (1). Tumpang tindih penguasaan/pemilikan;

dan (2) Tumpang tindih penggunaan/peruntukkan. Dari

kedua persoalan yang telah diuraikan tersebut maka dapat

disampaikan analisis secara komperehensif sebagai berikut:

1. Analisis atas Tumpang tindih penguasaan/pemilikan
tanah

Pada fokus kajian yang menyoroti persoalan tumpang
tindih penguasaan/pemilikan tanah berupa hutan adat
dengan hutan negara sebagaimana telah diputuskan dalam
putusan MKRI, yaitu: pertama, Putusan Nomor 34/PUU-
IX/2011, yang memberikan batasan yuridis terhadap
penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan

menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. Kedua,
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berdasarkan Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2012,
memberikan penegasan bahwa hutan adat bukanlah
merupakan tergolong dalam status hutan negara
sebagaimana kemudian dipertegas kembali melalui Putusan
yang ketiga (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012).

Bahwa implikasi yuridis putusan-putusan MKRI
tersebut telah menimbulkan kekosongan hukum yang terjadi
pasca tiga putusan tersebut. Untuk mengisi kekosongan
hukum itu diawali dengan upaya yang telah dilakukan pada
11 Maret 2013 juga telah ditandatangani Nota Kesepakatan
Bersama tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan
Indonesia oleh 12 kementerian/lembaga negara. Pada
langkah selanjutnya diikuti dengan penandatanganan
Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, MenPU dan Kepala
BPN, Tentang Penguasaan Tanah yang berada di Kawasan
Hutan Nomor: 79 Tahun 2014 Nomor: PB.3/Menhut-
11/2014 Nomor: 17/PRT/M/2014 Nomor: 8/SKB/X/2014,
pada tanggal 17 Oktober 2014 yang lalu. Namun demikian
UU tidak menentukan berapa lama DPR dan Presiden harus
menindaklanjuti putusan MK, dan juga tidak mengatur
sanksi, kecuali sanksi politik yang menimbulkan persepsi
bagi masyarakat bahwa pemerintah dan DPR tidak taat
kepada hukum.

Implikasi berikutnya adalah sesuai dengan azas-azas
perundang-undangan yaitu bahwa peraturan perundangan-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
(Lex superior derogat legi inferiori). Dalam hal ini semua
peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan

putusan MK menjadi batal demi hukum. Namun demikian
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implikasi putusan pengadilan yang menyatakan “batal demi
hukum”, dalam ranah praktiknya tidaklah demikian, tetapi
ditentukan oleh komitmen pemerintah untuk melaksanakan
putusan MKRI. Apabila pemerintah tetap menjalankan atau
melaksanakan peraturan yang bertentangan dengan putusan
MKRI, maka altenatif yang tersedia adalah kembali lagi
mengajukan pembatalan melalui judicial review kepada
Mahkamah Agung RI atas peraturan pelaksanaan UU yang
bertentangan dengan putusan MK. Itulah urgensinya untuk
mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sebagai
pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang bertentangan
dengan ketiga putusan MK tersebut diatas.

Analisis terhadap persoalan ini pada akhirnya sudah
tidak tepat untuk memberikan resolusi bahwa hukum
dipertahankan. Jadi yang harus dilakukan adalah hukum
direvisi atau hukum dicabut; dan disertai pembentukan
kaedah hukum baru3® dengan memperhatikan dan

menghormati ketiga Putusan Mahkaman Konstitusi.

2. Analisis terhadap Tumpang Tindih Penggunaan/
Peruntukkan Tanah.

Dari hasil kajian terhadap persoalan ini terdapat
indikasi kuat adanya disharmoni peraturan yang berlaku

pada masing-masing sektor. Ranah persoalan ini timbul

38 Hal itu menjadi penting untuk mengakhiri kekosongan hukum yang
sudah diakhiri sementara ini dengan terbitnya Peraturan Bersama Mendagri,
Menhut, MenPU dan Kepala BPN, Tentang Penguasaan Tanah yang berada di
Kawasan Hutan Nomor: 79 Tahun 2014 Nomor: PB.3/Menhut-11/2014 Nomor:
17/PRT/M /2014 Nomor: 8/SKB/X/2014, pada tanggal 17 Oktober 2014 yang
lalu. Peraturan bersama ini hanya memenuhi kebutuhan praktik dan belum
memenuhi kebutuhan sesuai lingkup atau bobot pengaturannya yang antara
lain mengenai perlindungan dan jaminan perlindungan atas hak-hak
masyarakat adat. Untuk mana diperlukan kaedah pengaturan di dalam
peraturan tingkat Undang-Undang.
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pada sektor agraris kehutanan, perkebunan dengan sektor
pertambangan yang menjadi isu dominan di luar kawasan
perkotaan. Sementara pada wilayah perkotaan pun demikian
keadaannya yaitu masih merefleksikan adanya tumpang
tindih penggunaan tanah dan peruntukkannya yang tidak
sesuai dengan acuannya yaitu Tata Ruang Wilayah.

Hal itu disertai dengan adanya rendahnya
transparansi birokrasi dan komptabilitas para pejabat publik
yang memiliki otoritas perijinan yang terkait dengan
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Perijinan penggunaan
dan pemanfaatan tanah sudah menjurus atau bahkan sudah
menjadi komoditas “rente-birokrasi”.

Berlakunya UU No.26 tahun 2007 (Pasal 73), tentang
Penataan Ruang dan diikuti dengan UU Nomor S5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 33, 77)
seharusnya dapat merubah perilaku para pegawai negeri
sipil yang memiliki otoritas melayani perijinan di semua
bidang, termasuk sektor sumber daya alam. Hal itu
berkenaan dengan saksi pidana dan tanggung jawab atas
kinerjanya sebagai aparatur sipil negara.

Maka analisis yang dapat diajukan atas persoalan
tumpang tindih penggunaan/peruntukkan tanah sesuai inti
masalahnya adalah:

a. Terhadap peraturan sektoral yang tidak sesuai
(disharmoni) dengan rencana tata ruang wilayah harus
dilakukan revisi dengan memasukkan pertimbangan UU
No. 26 tahun 2007 secara formil dan di dalam materi
peraturan sektoralnya;

b. Terhadap perilaku aparatur pemegang otoritas pemberian

ijin dalam sektor sumber daya alam harus pula dibuatkan

69



Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Bidang Pertanahan

kaedah pengaturannya secara tegas berkenaan dengan
sanksi pidana (vide.UU No.26 tahun 2007, Pasal 73) dan
tanggung jawabnya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 33, 77).

A.2. Analisis terhadap Pendaftaran Tanah dan Persoalan

Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa.

Hasil kajian terhadap persoalan ini yang sudah
diuraikan dalam Bab III di muka menunjukkan bahwa:
pertama, secara normatif masih diperlukan peran kepala
desa dalam proses pendaftaran tanah (vide PP.No.24/1997
dan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3
tahun 1997); kedua, bahwa peran kepala desa diperlukan
dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali maupun
dalam rangka peralihan hak terlebih pada tanah-tanah yang
belum bersertifikat; ketiga, ada pula peran kepala desa yang
menerbitkan SKT di luar pendaftaran tanah, yaitu berkenaan
dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah negara (di luar
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat); keempat, adanya
berbagai kasus hukum yang menjerat lurah/kades dan
camat akibat penerbitan SKT.

Dari fakta yang telah diuraikan tersebut maka,
pemahaman peran kepala desa/lurah dalam rangka
pelaksanaan pendaftaran tanah harus dikritisi menurut: (1)
perbedaan sejarah penerapan pajak PBB (dh.pajak hasil
bumi) di luar Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat yang
memiliki data base dari fiskal kadaster, (2) belum adanya
standardisasi  pengelolaan data tanah pada level

desa/kelurahan; (3) belum terintegrasinya pengelolaan data
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pertanahan antara otoritas fiskal, kadaster (BPN) dan
kewilayahan /administratif pemerintahan.

Atas kondisi seperti itu maka analisisnya kemudian
adalah dengan melakukan: pertama, revisi terhadap
ketentuan pendaftaran tanah berkenaan dengan peran
kepala desa; kedua, membuat peraturan baru berkenaan
dengan standardisasi pengelolaan data pertanahan di tingkat
desa/kelurahan dan peningkatan kapabilitas aparat desa;
dan ketiga, membuat peraturan baru yang mendukung peran
kepala desa berkenaan dengan integrasi data pertanahan

diantara instansi pemerintah yang terkait;

A.3. Analisis Kesesuaian Peruntukan dan Penggunaan
Tanah

Pada ranah permasalahan ini telah dikaji mengenai
persoalan: (1) fenomena pengalihan kawasan hutan menjadi
perkebunan dan pertambangan, dan (2) pengelolaan tanah
terlantar. Dari hasil kajian terhadap dua persoalan
berkenaan dengan kesesuaian peruntukkan dan penggunaan
tanah dapat disampaikan analisis sebagai berikut:
1. Pengalihan Hutan Menjadi Perkebunan dan
Pertambangan

Dari hasil kajian yang disampaikan di muka ada
beberapa simpul persoalan yang menjadi pemicu deforestrasi
menjadi perkebunan dan pertambangan, yaitu: pertama,
adanya indikasi pelanggaran ijin lokasi sesudah memperoleh
persetujuan perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan
dengan membiarkan tanahnya setelah melakukan land
clearing dengan melakukan penebangan kayu dan hasil

hutan lainnya; kedua, lemahnya pengawasan aparat yang
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memiliki otoritas menerbitkan perijinan di sektor kehutanan
maupun perkebunan dan pertambangan; ketiga, refleksi
akibat praktik ego-sektoral telah menimbulkan pembiaran
pelanggaran terhadap tata ruang wilayah; keempat,
lemahnya kedudukan masyarakat lokal yang terkooptasi
kekuasaan aparat pemerintah, elit lokal/partai politik dan
pemilik modal,

Atas hasil kajian yang merefleksikan kondisi seperti
diuraikan di atas maka analisis yang dapat disampaikan
adalah sebagai berikut:

Pertama, merevisi ketentuan perijinan berkenaan dengan ijin
lokasi dan perolehan tanah eks. Hutan menjadi tanah
perkebunan dan pertambangan. Khususnya dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan efek kerusakan
sosial-ekologis dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan
tanahnya.

Kedua, berkenaan dengan analisis pertama diperlukan pula
mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum secara
sistematik (sesuai asas kepastian hukum), berkeadilan. Hal
mana juga memerlukan dukungan sarana dan fasilitas yang
logis-mumpuni.

Ketiga, melakukan harmonisasi perijinan berkenaan dengan
pengolahan dan penggunaan tanah antar sektoral yang
mengacu pada: (1) formal: rencana tata ruang wilayah; (2)
materiil: nilai-nilai kearifan sosial dan ekologis

Keempat, melakukan pemberdayaan dan edukasi untuk
terus meningkatkan kesadaran dan menciptakan posisi
tawar yang layak melalui evaluasi peraturan tata ruang

wilayah, perijinan perolehan dan penggunaan tanabh,

72



Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Bidang Pertanahan

khususnya yang berkenaan dengan hak dan kewajiban

masyarakat.

2. Kebijakan Pengelolaan Tanah Terlantar

Hasil kajian mengenai kebijakan pengelolaan tanah
terlantar yang secara operasional sudah dimulai sejak tahun
1998 (PP N0.36/1998) dan terakhir dengan PP No.11/2010,
yang dilaksanakan dengan Perka BPN No.4 / 2010 dan Perka
BPN No0.9/2011. Revisi terhadap PP No0.36/1998,
memberikan model pengaturan pengelolaan tanah terlantar
yang lebih baik. Oleh karena itu analisisnya secara materiil,
terhadap pengelolaan tanah terlantar sesuai peraturan yang
ada saat ini adalah dipertahankan sambil menunggu
efektivitasnya dalam praktiknya. Tentu saja hal itu penting
karena mengingat adanya modus penelantaran tanah di
kawasan perkotaan yang notabene tidak lepas dari praktik
spekulasi tanah. Para pelaku (spekulan) tanah sudah
diketahui secara umum rata-rata memiliki pengaruh kuat
dengan “uang” dan akses kekuasaan. Itulah tantangan besar
dalam ranah penegakkan hukum penindakan terhadap
praktik penelantaran tanah yang demikian modusnya itu.

Pada ranah fase berikutnya dengan tindakan
pengelolaan tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah
terlantar pun tidak kalah pentingnya. Untuk itu perlu
dilengkapi dengan pengaturan baru, yang dimaksudkan
untuk mengantisipasi dan membuat sistem yang mumpuni
berkenaan dengan permasalahan yang muncul:
Pertama, pengaturan tata cara-prosedur dalam rangka

mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara bekas tanah
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terlantar dapat didayagunakan untuk kepentingan
masyarakat.

Kedua, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
ranah rencana tata ruang wilayah (RTRW) berkenaan dengan
prospek penggunaan dan pemanfaatan eks.tanah terlantar.
Ketiga, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
ranah kebijakan redistribusi tanah sebagai agenda pokok
reforma agraria dan program strategis negara serta untuk
cadangan negara lainnya. Khususnya dikaitkan dengan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A.4. Analisis Perihal Insentif Akses Kepemilikan dan
Perlindungan Hukum

Adapun hasil kajian terhadap aspek insentif
kepemilikan dan perlindungan hukum mengenai pemilikan
tanah dan berbagai implikasi hukumnya telah dibahas
mengenai persoalan yang dianggap relevan dengan kajian ini,
yaitu: (1) Kepastian Hukum atas Hak Komunal dan Hak
Ulayat ; (2) Redistribusi Tanah; (3) Ganti Rugi Tanah untuk
kepentingan Umum, dan (4) Praktik-praktik kriminalisasi
sengketa pemilikan tanah. Berikut ini dapat disampaikan
analisis selengkapnya dari keempat persoalan tersebut
secara utuh.
1. Kepastian Hukum atas Hak Komunal dan Hak Ulayat

Pembahasan terhadap Hak-hak masyarakat yang
berhimpun dalam wadah kesatuan hidup berupa Hak Ulayat
dan bentuk persekutuan hidup secara berkelompok lainnya
tentunya harus memperhatikan kenyataan sejarah dan
aspek nilai-nilai kultural yang menjadi acuan hidup dan

kehidupan mereka.
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Lihatlah ketentuan, Pasal 18 UUD 1945 (sebelum
amandemen) yang menetapkan bahwa, pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang, dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan
hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa.

Adapun makna atau isi dari pasal tersebut bahwa di
dalam  Negara RI  terdapat  Pemerintah  Daerah.
Pemerintah(an) Daerah terdiri atas daerah besar dan daerah
kecil. Pemerintah(an) daerah yang dibentuk harus
memperhatikan kepada dua hal:

1. dasar permusyawaratan
2. hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Adapun maksud dari harus memperhatikan dasar
permusyawaratan yaitu bahwa daerah harus berazaskan
demokrasi dengan karakter utama adanya musyawarah
dalam lembaga legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat,
sedangkan yang dimaksud dengan harus memperhatikan
hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, adalah
pemerintah(an) daerah yang dibentuk tidak boleh secara
sewenang-wenang menghapus daerah-daerah yang pada
zaman Belanda diakui sebagai daerah swapraja, yang lebih
dikenal sebagai zelfbesturende lanschappen dan kesatuan
masyarakat hukum pribumi3® seperti: Desa (di Jawa/Bali),
Nagari (Minangkabau), Marga/Dusun (Palembang) yang
disebut sebagai volksgementschappen atau

zelfstandigemenschappen.

39Huruf tebal dari peneliti sendiri

75



Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Bidang Pertanahan

Dari prinsip pengaturan itu tidak lain adalah
merupakan manifestasi “Bhinneka Tunggal Ika”, yang dalam
format negara kesatuan yang terbentuk atau tersusun dari
berbagai unsur pluralitas sistem atau bentuk
kepemerintahan, wilayah, kesatuan masyarakatnya, nilai-
nilai lokalnya, dan lain-lain.

Dalam format negara kesatuan yang tersusun dan
menganut “Bhinneka Tunggal Ika” itu maka dapatlah
dimengerti bahwa semangat kesatuan itu tidak bersifat
menggerus atau menghapuskan kenyataan adanya pluralitas
seperti itu. Demikian pula halnya terhadap kenyataan
persekutuan hidup yang berbentuk masyarakat hukum adat
atau bentuk persekutuan hidup lainnya dengan nilai-nilai
atau falsafah hidup yang dijiwai prinsip "komunal-religius”49.
Konggres Pemuda 1928 adalah refleksi dari pemahaman
akan adanya kesadaran secara sosiologis adanya
kebhinekaan yang nyata dan salah satu unsur perekatnya
untuk mencapai persatuan adalah hukum adat.

Lalu penjabaran Pasal 18 UUD RI tersebut dalam
ranah hubungan manusia dengan tanahnya (wilayah
persekutuan hidup) telah dijabarkan dalam Pasal 2 dan
Pasal 5 UUPA. Namun demikian pendekatan dari studi ilmu
hukum yang masih dipengaruhi hasil studi hukum adat oleh
Snouck Hourgrounje dan Van Volenhoven kemudian lebih
menonjolkan persekutuan hidup dalam artian “Masyarakat

Hukum Adat” saja. Masih belum ada/belum banyak yang

40Lihatlah pada fakta dalam nilai-nilai yang disebutkan dalam paragraf

kelima, hasil “Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia” (Sumpah
Pemuda), yaitu: (1) pengakuan kesatuan-kelndonesiaan terhadap tumpah darah
dan kebangsaan, dan (2) menjunjung Bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan. Kedua, nilai-nilai yang terdapat di dalam dua paragraf terakhir
(keenam dan ketujuh), yaitu: (1) nilai-nilai dibalik asas persatuan, (2) nilai-nilai
dibalik kemoean, sedjarah, bahasa, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean.
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membahas dan memberikan penjelasan bentuk persekutuan
hidup di luar masyarakat hukum adat dan hubungan antara
masyarakatnya dengan wilayah hidupnya (tanah).

Pengaruh dominan pemikiran dan hasil penelitian van
Volenhoven itu masih dapat ditemukan dalam rangka
mengatur (merekonstruksi) hubungan masyarakat dengan
tanahnya (wilayah hidupnya) dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Dalam sektor kehutanan, pertanahan
khususnya (PMNA/Ka.BPN No.5 tahun 1999 dan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
nomor 9 tahun 2015 tentang Tatacara Penetapan Hak
Komunal atas tanah Masyarakat Hukum Adat dan
Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (sebagai
pengganti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999). Peraturan-
peraturan yang ada pada umumnya masih menggunakan
“benchmarking” tatanan dan identitas persekutuan hidup
masyarakat yang ditemukan (temporal) pada penelitian van
Volenhoven sebagai deskripsi idealnya.

Pada era pascareformasi seiring dengan kesadaran
akan perlindungan HAM, terjadi pula pada ranah
masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi korban
kebijakan pemerintah yang pro-kapitalisme di sektor
kehutanan, pertambangan, perkebunan. Masyarakat yang
hidup secara bersekutu dalam berbagai bentuk persekutuan
hidup (Masyarakat Hukum Adat atau yang bukan termasuk
dalam nomenklatur itu) sudah banyak tercerabut dari
tatanan dan identitas ideal mereka seperti apa yang
ditampilkan oleh van Volenhoven ketika itu. Yaitu dengan

melalui pengenalan adanya: (1) sekelompok orang yang
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masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai
warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan
persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari; (2)
terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan
hidup para  warga persekutuan hukum tersebut dan
tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
(3) terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan
ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Atas adanya kondisi semacam itu, maka secara ideal
tatanan dan identitas persekutuan hidup masyarakatnya
sudah nyaris tidak ada, hilang atau punah adanya. Jadi
yang harus dilakukan pada fase awalnya adalah adanya
langkah-langkah pengakuan dan perlindungan terhadap
masyarakat adat dilakukan berdasarkan pemetaan isu-isu
mengenai masyarakat adat*!:

1. Marginalisasi terhadap masyarakat adat.
2. Sifat mendua dari peraturan perundang-undangan
terhadap masyarakat adat

3. Hilangnya otonomi masyarakat adat.

Berdasarkan ketiga isu tersebut di atas, dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Normalisasi kedudukan masyarakat adat (Akibat

Marginalisasi)

Marginalisasi masyarakat adat terjadi dalam arena

41Disarikan dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurul

Elmiyah, Th.Sardjito, Suparjo, (2004), “Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak
Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam (Hutan, Tambang dan Air)”, Laporan
Penelitian, Jakarta:Komisi Hukum Nasional RI
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poilitik dan ekonomi. Dalam arena politik, masyarakat adat

di berbagai daerah kini mengalami keterpecahan akibat

pembentukan lembaga adat yang beruang lingkup desa.

Pembentukan lembaga adat tersebut berakibat pada

kepengurusan masyarakat adat. Kini masyarakat adat

mengalami dualisme kepemimpinan. Di bidang ekonomi

masyarakat adat di berbagai daerah tidak berdaya ketika

hutan adat mereka dibabat atau dijadikan perkebunan oleh

“orang luar", dan tanah ulayat dieksplorasi dan dieksploitasi

bahan tambangnya. Adapun normalisasi yang harus

dilakukan adalah:

a. Melakukan pemetaan wilayah ulayat masyarakat adat.

Pemetaan wilayah ini harus merupakan kebijakan

Pemerintah Pusat mengingat kegiatan pemetaan merupakan

penerapan kebijakan yang bersifat nasional. Dalam

pemetaan tersebut terdapat 5 (lima) kemungkinan yang akan

ditemui yaitu:

1) terdapat wilayah ulayat masyarakat adat yang berada
dalam sebuah desa;

2) terdapat wilayah ulayat masyarakat adat yang yang
melampaui batas-batas desa;

3) terdapat wilayah ulayat masyarakat adat yang
melampaui batas-batas Kecamatan;

4) terdapat wilayah ulayat masyarakat adat yang
melampaui batas-batas Kabupaten;

5) terdapat wilayah ulayat masyarakat adat yang yang

melampaui batas-batas Provinsi.

Mengingat untuk Iahirnya kebijakan tersebut dapat

memeriukan waktu yang lama, Pemerintah Kabupaten dapat
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melakukan terlebih dahulu pemetaan wilayah ulayat
masyarakat adat. Dalam hal ditemuinya kemungkinan (4)
dan (5) wilayah ulayat masyarakat adat yang bersangkutan
disatukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemetaan
tersebut adalah apabila dalam wilayah tersebut terdapat
hutan, maka hutan yang bersangkutan dikategorikan
sebagai hutan adat, yaitu hutan yang kewenangan
pengelolaannya berada di tangan masyarakat adat. Dalam
hal terjadi perbedaan hasil pemetaan antara Pemerintah
Pusat dengan Kabupaten, diberlakukan peta yang dibuat
oleh Kabupaten.

b. Melakukan pemetaan terhadap masyarakat adat.
Pemetaan ini dilakukan oleh Kabupaten, mengingat
Kabupaten di samping alasan yuridis dianggap paling tahu
tentang keberadaan masyarakat adat. Pandangan ini
didasarkan pada:
pertama, pertimbangan yang sangat mendesak untuk
mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang
sernakin terdesak oleh kekuatan luar.
Kedua, kabupaten diasumsikan pihak pemerintah yang
paling mengetahui keadaan setempat dan memiliki
kelengkapan yang memadai untuk meiakukan pemetaan.
Ketiga, dalam hal terjadi perbedaan penentuan wilayah
masyarakat adat antara pemerintah dengan masyarakat,
perbedaan ini dapat segera diselesaikan mengingat jarak dan
hubungan yang cukup dekat.
Keempat, dalam hal masyarakat adat tertentu wilayah
ulayatnya melampaui batas-batas Kabupaten, maka

Kabupaten yang enggan untuk melakukan pemetaan akan
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menjadi terdorong untuk segera melakukan pemetaan
karena masyarakat adat yang bersangkutan akan meminta
Kabupaten yang bersangkutan untuk memetakan wilayah
ulayat sebagaimana telah dilakukan oleh di Kabupaten

tetangga.

2. Penyempurnaan peraturanperundang-undangan.

Kebijakan dalam lingkup ini merupakan kebijakan
pada tingkat Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten.
Kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan dan
pemberian hak pemanfaatan sumber daya alam, yaitu:

a) Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan masyarakat adat.

Kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan
dilakukan untuk melakukan sinkronisasi peraturan
perundang-undangan baik secara vertikal maupun
horisontal. Keberhasilan dalam sinkronisasi peraturan
perundang-undangan akan sangat melindungi keberadaan

dan kehidupan masyarakat adat.

b) Pemberian hak pemanfaatan sumber daya alam harus
didasarkan pada persetujuan secara transparan dari
masyarakat adat

Persyaratan ini merupakan suatu keharusan
mengingat proses pemanfaatan sumber daya alam akan
mencakup wiiayah yang luas yang dapat merubah
lingkungan hidup seperti misalnya kebun, ladang, hutan
atau bahkan wilayah pemukiman atau dapat merubah aliran

sungai. Sedangkan pemulihan kembali suatu kawasan
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memakan waktu yang tidak sedikit. Mengingat proses
pemanfaat sumber daya alam mempunyai pengaruh yang
sangat besar terhadap keberadaan dan kehidupan
masyarakat adat, maka persoalan pemanfaatan sumber
daya alam tidak dapat dilihat dari sudut ekonomis semata.
Oleh karena itu tuntutan seperti ini adalah sudah
sewajarnya.

Transparansi dalam pemberian persetujuan adalah
masyarakat adat harus didampingi oleh berbagai pihak yang
berkompeten yang dapat menghitung secara rasional serta
memahami sungguh-sungguh kehidupan masyarakat adat.
Kegiatan penyempumaan peraturan perundang-undangan
yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten mencakup
penetapan Peraturan Daerah dan peraturan

pelaksanaannya.

3. Hilangnya otonomi masyarakat adat

Terhadap persoalan ini secara yuridis dari hasil kajian
dan analisis terhadap persoalan-persoalan yang menimpa
banyak masyarakat adat secara logis adalah karena otonomi
masyarakat adat atau persekutuan hidup khas masing-
masing sesuai amanah Pasal 18 UUD RI dan Pasal 2 ayat (4)
belum pernah diberikan melalui ketentuan khusus dalam
berbagai peraturan perundang-undangan dalam sektor
agraria (termasuk tanah).

Resolusinya terhadap ketidaan pengaturan itu adalah
harus dilakukan pengaturan melalui pembuatan peraturan
baru yang menjamin: secara formal, adanya jaminan
pelaksanaan otonomi masyarakat adat sesuai amanah Pasal

18 UUD RI dan Pasal 2 ayat (4); secara material, melakukan
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rekonstruksi dan  rekonseptualisasi serta  jaminan
perlindungan dan kepastian hukum pelaksanaan otonomi
masyarakat adat dengan berangkat dari marginalisasi
terhadap tatanan dan identitas ideal mereka selama ini

akibat mis-policy.

A.5. Redistribusi Tanah

Berkenaan dengan persoalan yang muncul dari
pelaksanaan redistribusi tanah pada masa lalu sebagaimana
diuraikan pada bab di muka adalah refleksi adanya
inkonsistensi dan kurangnya political will pemerintah dalam
melaksanakan program landreform. Apalagi pada masa
sekarang ini, mendekati era perdagangan bebas global yang
bercorak kapitalisme itu. Pengaruh kuat dominasi praktik-
praktik perekonomian yang dikendalikan kekuatan pengaruh
pemodal kian menjauhkan land reform dari atensi
pemerintah.

Benarkah demikian bahwa seolah dikesankan
pemerintah harus mengabaikan nasib rakyat yang masih
banyak hidup miskin, kurang gizi, kurang standar
kesehatan, penghasilan. Hal itu akibat dari tekanan badan-
badan dunia IMF, World Bank dan WTO yang
mengagendakan privatisasi, penghapusan subsidi
kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu pernah dinyatakan
oleh Berardo*? mengutip berbagai pendapat yang senada
berikut ini :

“With the growing dominance of capitalism and
democracy as a global operating standard (Huntington, 1991),
the concept of private property lies at the heart of political and
economic assumptions (Riker & Weimer, 1995). But while

42Karin Taylor Berardo, "The Influence of Globalization on Land Tenure
and Resource Management in Neoliberal Latin America,” .
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many countries focus on privatizing their state owned
enterprises and reviewing foreign ownership laws,
surprisingly little attention is directed to the role of small
holding settlements in developing countries. Alain de Janvry
claimed in 1981 that land reform was dead and that the new
politics of agrarian reform lay not in the rural sector, but
embedded in the Ilarger political economy debates of
production models and social class dynamics (1981: 223). The
current rural dynamic is populated by traditional family
farmers and capitalist agro-business, with the former group
rarely integrated into dominant national economic activities.
Politically, capitalist industries enjoy the greatest influence,
with the urban poor and rural peasants vying for greater
consideration in policy debates (Nelson, 1992).”

Dalam ranah hukum tanah sendiri indikasi semacam
itu pun tidak dapat dipungkiri sebagaimana ditulis oleh
Patrick Mc Auslan*3, bahwa ada kebutuhan akan
kesempatan untuk menata kembali kepentingan globalisasi
seperti era imperium Eropa pada masa awal abad modern.
Hal itu dilakukan dengan menggunakan kedudukan hukum
tanah dalam era globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa
ada kontinuitas yang luar biasa pada upaya menata kembali
seperti 800 tahun yang lalu atau lebih dalam penggunaan
hukum tanah yang menjadi ujung tombak pertama
kekuasaan Inggris dan sekarang oleh gabungan dominasi
pengaruh campur Anglo-America kedalam hukum tanah di
negara-negara berkembang. Campur tangan itu meluas
lingkupnya melalui penataan hukum tanah sebagai bagian
dari program bantuan rekonstruksi bagi suatu negara pasca
konflik .

Ada harapan dari janji politik Jokowi-JK yang akan

meredistribusikan 9 juta hektar tanah sebagaimana

43Patrick McAuslan,” Property and Empire From Colonialism to
Globalization and Back Patrick McAuslan”, Social Legal Studies September 2015
vol. 24 no.3 339-357
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diungkapkan oleh Idham Arsyad (KPA) sekaligus
mengingatkan agenda itu dalam skema reforma agraria
bukan sekadar bagi-bagi tanah, tetapi di dalamnya ada
perombakan penguasaan dan pemilikan tanah. Jokowi-JK
jangan mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya
yang hanya memprioritaskan sertifikasi dan legalisasi tanah
saja. Atau sekedar janji tinggal janji seperti yang terjadi pada
era rezim SBY yang memerintah dua kali masa jabatan
presiden tak juga merealisasikan janji agenda landreform*4.

Langkah yang logis dengan adanya agenda redistribusi
tanah adalah dengan melakukan kajian terhadap “software”
yang esensial sebagai alat untuk melaksanakan landreform.
Adapun yang dimaksud adalah kajian terhadap peraturan
perundang-undangan landreform yang notabene diterbitkan
pada dekade 1960. Banyak diantaranya yang harus direvisi
berkenaan dengan data populasi dan luas tanah di berbagai
wilayah, asumsi-asumsi berkenaan dengan -efektivitas
pengolahan tanah.

Singkatnya resolusi logis yang harus dilakukan adalah
merevisi peraturan perundang-undangan landreform yang
diawali dengan program mengkaji ulang peraturan
perundang-undangan yang masih berlaku dengan berbagai
out of date- nya itu. Itulah “membaca” dan memahami secara
tepat dan logis bagi keniscayaan penyelenggaraan
redistribusi tanah sebagai bagian integral agenda reforma
agraria sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6 ayat (1)

TAP MPR-RI. NO.IX/MPR/2001 secara eksplisit.

4+ Sebagaimana diungkapkan oleh Suparjo dalam “Urgency to Amending
Indonesia’s Basic Agrarian Law” dalam Prosiding Seminar The Current Issues
on Indonesian Law, dalam rangka mengenang Prof.Daniel S.Lev, University of
Washington School of Law, Seattle 2007
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A.6. Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Umum

Sejauh ini persoalan yang muncul dalam berbagai
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
seperti sudah diuraikan dalam pembahasan di muka adalah
bertumpu pada soal hitungan ganti kerugian diantara pihak
pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh tanah.
Mekanisme yang sudah dibuat dengan mengacu pada NJOP
dan melibatkan profesi penilai properti profesional-
independen ternyata masih belum sepenuhnya mampu
menyelesaikan persoalan.

Harus ada solusi secara teoritik yang dapat diajukan
sebagai alternatif mengupayakan persoalan ganti kerugian di
luar yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan yang ada saat ini. Dalam tataran penerapan
sistem hukum sudah lebih baik dengan melibatkan lembaga
peradilan dalam menengahi perbedaan kepentingan diantara
pemilik dan pihak yang membutuhkan tanah. Otoritas dan
independensi lembaga peradilan secara ideal mampu
memberikan solusi sengketa  persoalan benturan
kepentingan tersebut.

Meskipun demikian kiranya dari berbagai persoalan-
persoalan yang masih saja muncul di berbagai fase
pengadaan tanah mengingatkan pada prinsip penguasaan
tanah dalam ranah hukum adat. Adanya kepentingan
diantara para pihak dapat diakomodasikan dengan
pendekatan yang berbeda dan layak diuji secara teoritik dan
praktik. Adapun yang dimaksudkan adalah “lembaga bagi
hasil”. Sistem bagi hasil yang sudah dikenal di dalam ranah

pengolahan tanah pertanian di dalam UU No. 2 tahun 1960.

86



Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Bidang Pertanahan

Dalam skema ini tidak ada pengambialihan tanah pihak lain,
namun kepentingan yang ada dapat diakomodasikan.

Apabila dikaji penerapan lembaga bagi hasil ini
sifatnya lebih meniadakan efek psikologis orang kehilangan
tanahnya sekaligus merefleksikan hubungan yang kekal
abadi antara anggota bangsa Indonesia (WNI) dengan tanah
miliknya. Sementara kebutuhan akan pembangunan sarana
atau infrastruktur umum dapat diwadahi dengan skema bagi
hasil lebih logis. Hal ini akan lebih tepat dikaitkan dengan
penyediaan infrastruktur umum yang juga mengandung
unsur memperoleh keuntungan sifatnya. Secara kajian
nilainya maka logis dan layak pemilik proyek memperoleh
keuntungan demikian pula pemilik tanahnya sesuai
kesepakatan dalam perjanjian bagi hasil.

Jaminan  keberlangsungan  infrastruktur  yang
dibangun pun seiring dengan kesepakatan dan implikasi
hukumnya, misalnya jangka waktunya, nilai bagi hasil,
kuasa menjaminkan tanahnya untuk pembiayaan
konstruksi-infrastruktur yang akan dibangun.

Sementara jaminan perlindungan dan kepastian
hukumnya dapat menerapkan model pendaftaran perjanjian
bagi hasilnya di kantor kepala desa/lurah. Seiring dengan
perkembangan kebijakan pemberdayaan desa maka hal itu
akan menjadi sinergi antara tiga ranah secara materi
pengaturan setidaknya: (1) ranah pembebasan tanah; (2)
pemberdayaan-optimalisasi fungsi dan peran pemerintahan
di desa; (3) perjanjian bagi hasil. Dalam ranah otoritasnya
kepala desa/lurah adalah sebagai pengawas pelaksanaan

perjanjian bagi hasil dan disinergikan dengan kedudukan
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bupati/walikota dalam ranah pemerintahan daerah sejalan
dengan desentralisasi.

Konsep solusi ini setidaknya dapat meniadakan
adanya persoalan ganti kerugian dan munculnya praktik
spekulasi tanah seperti yang seringkali muncul dalam
pelaksanaan perolehan tanah. Pada ranah idiil, lebih cocok
dengan semangat gotong royong yang dijiwai semangat
kebangsaan serta “komunal-religius”, saling menghormati
dan menghargai atas prinsip kemanusiaan dan harta

kekayaannya secara adil dan beradab.

A.7. Praktik-praktik Penerapan Kriminalisasi dalam

Sengketa Tanah.

Pembahasan praktik penerapan kriminalisasi
sebagaimana sudah diberikan sebelumnya harus ditolak
dengan dasar atau landasan teoritik yuridis yang amat kuat,
yaitu: pertama, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum,
sesungguhnya sudah amat jelas bahwa praktik kriminalisasi
dalam sengketa pemilikan/penguasaan tanah adalah
melanggar doktrin dasar pemberlakuan norma hukum
pidana yang seharusnya bukan sebagai “ultimum remedium”
namun mempraktikan “primum remedium” yang sarat
dengan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang
dan melanggar hak asasi dan hak-hak sipil warganegara.
Kedua, dalam konsep hukum tanah nasional jelas bahwa
hak tertinggi adalah Hak Bangsa Indonesia yang anggotanya
adalah individu-individu Bangsa Indonesia-warganegara
Indonesia. Praktek kriminalisasi terhadap warganegara, jelas
melanggar norma perihal kedudukan tertinggi hak

penguasaan atas tanah di republik ini sekaligus melanggar
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HAM untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak
warganegara terhadap harta kekayaan dari perampasan

S€cara sewenang-wenang.

Atas landasan pemikiran yang bersandarkan pada
ajaran atau doktrin hukum pidana dan penegakkan
konstitusi (perlindungan HAM) seperti itu maka harus ada
upaya yang jauh lebih merefleksikan ke-Indonesiaan sebagai
negara yang merdeka dan menjamin kemerdekaan
warganegaranya dari kesewenang-wenangan. Oleh
karenanya harus diterima sebagai keharusan penghentian
kriminalisasi yang bernuansa non-populis dan lebih
membela pemodal/penguasa yang “memanfaatkan”

penguasa dalam sengketa pemilikan/penguasaan tanah.

Forum penyelesaian sengketa menurut sistem
peradilan (TUN, Perdata) yang relevan dengan persengketaan
pemilikan/penguasaan tanah lah yang harus menjadi
“primum remedium” dan bukan kriminalisasi menerapkan
secara keliru hukum pidana sebagai “primum remedium”
bukan sesuai doktrin hukum pidana yaitu sebagai “ultimum

remedium” yang sadar atau tidak masih memiliki nuansa

semangat kolonial.

Pada aspek lainnya adalah menegakkan asas
kesamaan hukum (equality before the law), diantara para
pihak yang bersengketa dalam konstitusi UUD RI 1945
secara bersamaan pula memberikan perlindungan HAM dari
perampasan harta benda warganegara secara sewenang-
wenang. Jadi penghentian kriminalisasi cukup memiliki

landasan hukum yang amat kuat.
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Secara logis, apabila ranah peradilan TUN ataupun
perdata sebagai primum remedium sudah berkekuatan
hukum tetap dan memerlukan penegakkan yang lebih dan
di luar jangkauan kedua lembaga peradilan itu, barulah
hukum pidana secara doktrin ultimum remedium secara

tepat berfungsi.

Upaya yang perlu dianjurkan adalah meliputi dua
ranah bidang hukum yaitu ranah hukum materil dan
hukum formil yang harus dibenahi. Pada ranah hukum
materil maka harus dilakukan pengkajian ulang terhadap
seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur
sumber daya alam (termasuk tanah) yang memuat
ketentuan pidana. Pada ranah hukum formil (hukum acara)
harus ada mekanisme dismissal lintas yurisdiksi badan
peradilan. Dalam pengertian yang lebih jelas, pengadilan
pidana harus menolak perkara pidana yang diajukan apabila
diketahui ada materi sengketa pemilikan/penguasaan tanah
yang lebih tepat menjadi otoritas pengadilan TUN dan
perdata.

B. Solusi

B.1. Materi atau pengaturan

Dari hasil yang disampaikan pada bagian analisis terhadap
ranah materi hukum pada aspek-aspek yang dikaji terhadap
kebijakan pertanahan dapat disampaikan dalam tabel-tabel
berikut sesuai aspek-aspeknya. Penyampaian dalam bentuk tabel
dimaksudkan untuk lebih memudahkan melihat secara lebih

terarah dan jelas.
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A. Masalah Tumpang
Penggunaan Tanah

Tindih Pemilikan dan

Analisis Persoalan
yang Ditemukan

Solusi Materi-Pengaturan

1. Tumpang tindih
penguasaan/pemilik
an

1)

2)

hukum  direvisi atau hukum
dicabut; dan

disertai  pembentukan  kaedah
hukum baru dengan
memperhatikan dan menghormati
ketiga Putusan MKRI

2. Tumpang tindih

penggunaan/
peruntukan

1)

2)

Terhadap peraturan sektoral yang
tidak sesuai (disharmoni) dengan
rencana tata ruang wilayah harus
dilakukan revisi dengan
memasukkan pertimbangan UU
No. 26 tahun 2007 secara formil
dan di dalam materi peraturan
sektoralnya;

Terhadap perilaku aparatur
pemegang otoritas pemberian ijin
dalam sektor sumber daya alam
harus dibuatkan kaedah
pengaturannya secara tegas
berkenaan dengan sanksi pidana
(vide.UU No.26 tahun 2007, Pasal
73) dan tanggung jawabnya
berdasarkan UU Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Pasal 33, 77).

B. Pendaftaran Tanah dan Persoalan Surat Keterangan
Tanah dari Kepala Desa

Analisis Persoalan yang

Solusi Materi-Pengaturan

Ditemukan
1. perbedaan sejarah | 1) revisi terhadap ketentuan
penerapan pajak PBB (dh. pendaftaran tanah
pajak hasil bumi) di luar berkenaan dengan peran
Jawa, Bali dan Nusa kepala desa;
Tenggara Barat yang| 2) membuat peraturan baru
memiliki data base dari berkenaan dengan
fiskal kadaster, standardisasi pengelolaan
2. belum adanya standardisasi data pertanahan di tingkat
pengelolaan data tanah desa/kelurahan dan
pada level desa/kelurahan; peningkatan kapabilitas
3. belum terintegrasinya aparat desa;
pengelolaan data| 3) membuat peraturan baru
pertanahan antara otoritas yang mendukung peran

fiskal, kadaster (BPN) dan kepala desa berkenaan
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kewilayahan/ administratif
pemerintahan.

dengan integrasi data
pertanahan diantara
instansi pemerintah yang
terkait;

C. Kesesuaian Peruntukan dan Penggunaan Tanah

Analisis Persoalan yang

Solusi Materi-Pengaturan

Ditemukan

1.fenomena pengalihan| 1) merevisi ketentuan perijinan
kawasan hutan menjadi berkenaan dengan ijin lokasi
perkebunan dan dan perolehan tanah eks.
pertambangan. Hutan menjadi tanah
perkebunan dan

pertambangan. Khususnya

dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan efek

kerusakan sosial-ekologis

dalam rangka penggunaan
dan pemanfaatan tanahnya.
2) diperlukan pengaturan
mekanisme pengawasan dan
penegakkan hukum secara
sistematik (sesuai  asas
kepastian hukum),
berkeadilan. Hal mana juga
memerlukan dukungan
sarana dan fasilitas yang
logis-mumpuni.
3) harmonisasi perijinan
berkenaan dengan
pengolahan dan penggunaan
tanah antarsektoral yang
mengacu pada: (1) formal:
rencana tata ruang wilayah;
(2) materiil: nilai-nilai
kearifan sosial dan ekologis.
evaluasi peraturan tata
ruang wilayah, perijinan
perolehan dan penggunaan
tanah, khususnya yang
berkenaan dengan hak dan
kewajiban masyarakat.

4

~

2. pengelolaan tanah terlantar

1) pengaturan tata cara
prosedur dalam  rangka
mengoptimalkan

pemanfaatan tanah negara
bekas tanah terlantar dapat
didayagunakan untuk
kepentingan masyarakat .
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2) melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi dengan ranah
rencana tata ruang wilayah
(RTRW) berkenaan dengan
prospek penggunaan dan
pemanfaatan eks.tanah
terlantar.

sinkronisasi dan
harmonisasi dengan ranah
kebijakan redistribusi tanah
sebagai agenda pokok
reforma agraria dan program
strategis negara serta untuk

cadangan negara lainnya.
Khususnya dikaitkan
dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

D. Analisis Perihal
Perlindungan Hukum

Insentif Akses

Kepemilikan dan

Analisis Persoalan yang
Ditemukan

Solusi Materi-Pengaturan

1. Kepastian Hukum atas Hak
Komunal dan Hak Ulayat.
otonomi masyarakat adat
atau persekutuan hidup
khas masing-masing sesuai
amanah Pasal 18 UUD RI
dan Pasal 2 ayat (4) belum
pernah diberikan melalui
ketentuan khusus dalam
berbagai peraturan
perundang-undangan
dalam sektor agraria
(termasuk tanah).

harus dilakukan pengaturan
yang baru melalui pembuatan
peraturan baru yang
menjamin: secara  formal,
adanya jaminan pelaksanaan
otonomi  masyarakat adat
sesuai amanah Pasal 18 UUD
RI dan Pasal 2 ayat (4); secara

material, melakukan
rekonstruksi dan
rekonseptualisasi serta
jaminan perlindungan dan
kepastian hukum pelaksanaan
otonomi  masyarakat adat
dengan berangkat dari
marginalisasi terhadap
tatanan dan identitas ideal

mereka selama ini.

2. Redistribusi Tanah. Ada
kesenjangan ideologi vs.
kapitalisme dan ranah

regulasi yang out of date

merevisi peraturan perundang-
undangan landreform yang
diawali dengan program
mengkaji  ulang peraturan
perundang-undangan yang
masih berlaku dengan
berbagai out of datenya itu.
Itulah “membaca” dan
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memahami secara tepat dan
logis bagi keniscayaan
penyelenggaraan redistribusi
tanah sebagai bagian integral
agenda reforma agraria
sebagaimana diamanahkan
dalam Pasal 6 ayat (1)TAP
MPR-RI. No.IX/MPR/2001
secara eksplisit.

. Ganti Rugi Tanah untuk

kepentingan Umum.
Persoalan mengenai
perbedaan kepentingan
ganti kerugian dan efek

pskilogis kehilangan tanah
dan jaminan kelangsungan
hidup

Revisi UU Pengadaan Tanah
dengan menambahkan materi:
(1)memberi solusi selain model
pembebasan tanah dengan
menyarankan sistem bagi hasil
(3) aktualisasi konsep dan
prinsip perjanjian bagi hasil
dari hukum adat

. Praktik-praktik

kriminalisasi sengketa

1) Revisi pada ranah hukum
materil terhadap seluruh

pemilikan tanah peraturan perundang-
undangan yang mengatur
sumber daya alam
(termasuk tanah) yang
memuat ketentuan pidana.
Revisi ranah hukum formil
(hukum acara) harus ada
mekanisme dismissal lintas
yurisdiksi badan peradilan.
Dalam pengertian yang
lebih  jelas, pengadilan
pidana harus menolak
perkara pidana yang
diajukan apabila diketahui
ada materi sengketa
pemilikan /penguasaan
tanah yang lebih tepat
menjadi otoritas pengadilan
TUN dan perdata.

B.2. Aspek Kelembagaan dan Aparatur

Pada perkembangan terakhir dari penyusunan kabinet
Presiden Joko Widodo telah terjadi pula perubahan pada
lembaga yang mengurusi sektor pertanahan. Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
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Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun

2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata

Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015

tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada

21 Januari 2015.

Berdasarkan Perpres Nomor 17 Tahun 2015
ditetapkan bahwa kementerian Agraria dan Tata Ruang
mempunyai Fungsi:

1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
dibidang tata ruang, infrastruktur
keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum
keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/ pertanahan,
pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah, serta penanganan masalah
agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;

2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang;

3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang di daerah; dan

6) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang.
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Pada pengaturan selanjutnya pada tahun 2015,

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015

Badan Pertanahan Nasional mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang
pertanahan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei,
pengukuran, dan pemetaan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan
pemberdayaan masyarakat;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan
pertanahan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengadaan tanah;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara
pertanahan;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
Pelaksanaan  koordinasi tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan BPN;

Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan informasi di bidang

pertanahan;

10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang

pertanahan; dan

11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di

bidang pertanahan.
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Implikasi dari adanya perubahan nomenklatur
kementerian yang mengurusi sektor pertanahan yang
disatukan dengan tata ruang, maka dapat pula dipahami
dalam dua perspektif: pertama, adanya upaya mendudukan
sektor pertanahan dibawah tata ruang; atau yang kedua,
dapat pula dipahami bahwa adanya dasar pertimbangan
yang berupaya meletakkan sektor pertanahan secara integral
dengan tata ruang. Jadi tata ruang dapat dimaknai
diletakkan posisinya menjadi titik pangkal atau payung
ranah kebijakan operasional sektor-sektor agraria temasuk
sektor pertanahan.

Meskipun demikian menarik untuk memperhatikan
hasil kajian yang menelaah masih adanya tendensi
sektoralisme agraria. Hal itu masih menjadi persoalan
mendasar secara konseptual maupun dalam ranah praktik
hingga saat ini yaitu nomenklatur dan kewenangan
Kementerian Agraria/Tata Ruang.4>

Hasil kajian tersebut memberikan uraiannya bahwa
BPN sebagai otoritas pertanahan pun tidak memiliki
kewenangan dalam mengurusi tanah yang masuk dalam
areal hutan. Pada sisi lainnya operasionalitas pertambangan
sangat besar dalam areal daratan/ tanah di Indonesia.
Bahkan kawasannya tidak secara tegas bisa ditentukan ada
di areal tertentu, karena sangat tergantung pada lokasi SDA
yang ada. Bisa jadi berada di areal tanah negara maupun
juga di kawasan hutan.

Sektoralisme ini sangat terlihat ketika muncul

tumpang tindih antara hak dan ijin suatu kawasan.

45 Widhiana H Puri, Muhammad Mahsun, dan Mumu Muhasjir,
“Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan  Agraria Di  Indonesia”,
Yogyakarta:STPN, 2014, hal.27 dst.
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Pengurusan Hak atas tanah menjadi kewenangan BPN
sedangkan ijin melekat pada kewenangan pemerintah
daerah/ kabupaten. Hal ini menimbulkan potensi korupsi
yang besar dalam sektor pertambangan, kehutanan, dan

pertanahan.

B.3. Pelayanan Hukum, Kelembagaan dan Aparatur
Ada secercah harapan yang diharapkan dari

perubahan nomenklatur kelembagaan yang mengurusi
pertanahan saat ini dalam berbagai kebijakan pelayan
kepada publik. Program prioritas dari BPN dapat ditemukan
dalam pranala resminya meliputi lima bidang yaitu: (1)
Larasita, (2) Reformasi Birokrasi, (3) Reforma Agraria, (4)
Legalisasi Aset, dan (5) Penangangan Kasus Pertanahan .

Dari kelima program prioritas tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
(1) Pelayanan Hukum: Larasita, Legalisasi Aset dan

Penanganan kasus pertanahan
(2) Kelembagaan dan Aparatur: Reformasi Birokrasi dan

Reforma Agraria

Kemudian dimulai sejak tahun 2011, yaitu Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2011,
tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan
Penggunaan Tanah. Hal itu dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

98



Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum Bidang Pertanahan

Pada ranah lainnya inovasi yang sudah dilakukan
adalah dengan membangun sistem Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam
satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu untuk mempercepat pelayanan
pertanahan dalam rangka penanaman modal. Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan
dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam
Kegiatan Penanaman Modal yang telah diganti dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan
Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal. Percepatan

layanan tersebut dapat pula dilihat dalam tabel berikut ini.

PERBANDINGAN PERCEPATAN PELAYANAN
TAHUN 2010 HINGGA 2015
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